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ABSTRAK  

 

Budianur. 2021. Manajemen Partisipasi Komite Madrasah dalam 

Penyelenggaraan Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan Sampit 

 

 Komite madrasah merupakan mitra madrasah yang dibentuk berdasarkan 

hubungan masyarakat, orang tua, dan madrasah yang diadakan melalui rapat baik 

secara musyawarah maupun mufakat. Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan Sampit, 

memiliki beberapa masalah yaitu (1) Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan Madrasah. (2) Masyarakat masih dinilai kurang membantu dalam 

proses pendidikan. (3) Bantuan yang diberikan hanya terbatas pada hal pembiayaan 

pendidikan. (4) Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya ikut serta 

berpartisipasi dalam Madrasah. (5) Sebagian orang tua memiliki latar belakang 

pendidikan yang rendah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana perencanaan 

partisipasi komite Madrasah dalam peningkatan penyelenggaraan pendidikan di 

Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan Sampit,(2) Bagaimana pelaksanaan Manajemen 

Partisipasi Komite Madrasah dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Madrasah 

Ibtidaiyah Kurnia Hasan Sampit, dan (3) Bagaimana pengawasan Manajemen 

Partisipasi Komite Madrasah dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Madrasah 

Ibtidaiyah Kurnia Hasan Sampit. 

Penelitian kualitatif ini menggunakan  teknik pengumpulan data melalui 

wawancara, dokumentasi dan observasi. Subjek penelitian adalah Ketua Komite dan 

informannya Kepala Madrasah, guru dan wali murid di Madrasah Ibtidaiyah Kurnia 

Hasan Sampit. Analisis data yaitu: reduksi data, penyajian data, kemudian penarikan 

kesimpulan atau data diverifikasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan 

dengan cara: teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik 

Hasil penelitian ini yaitu (1) Rencana Manajemen Partisipasi Komite 

Madrasah dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan 

Sampit sejatinya selalu berorientasi pada pengembangan Visi dan Misi seperti 

mengembangkan potensi siswa dan siswi dengan sesuai minat dan bakat sampai 

rencana bekerjasama dengan lembaga pemerintah, (2) dalam hal pelaksanaan seperti 

dukungan yang diberikan komite tidak hanya sebatas pemberian usulan atau 

pertimbangan saja tetapi lebih dari itu adalah bantuan financial baik secara individual 

maupun kolektif hasil pengumpulan dana masyarakat, dan (3) pengawasan komite 

Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan sampit bukan hanya seputar fasilitas madrasah 

tetapi meliputi kebijakan kepala Madrasah, prestasi atau kemampuan Individu siswa 

dan siswi baik dari segi akademik maupun non akademik, serta pengaruh dan 

kemampuan guru dalam proses belajar mengajar yang memiliki pengaruh besar 

terhadap keberhasilan siswa dan siswi khususnya di Madrasah Kurnia Hasan Sampit. 
 

Kata Kunci: Partisipasi, Komite, Madrasah  
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ABSTRACT 

 

Budianur. 2021. Participation of the Madrasah Committee in the 

Implementation of Education at Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan Sampit 

 

 The madrasah committee is a madrasah partner that is formed based on 

community, parent, and madrasah relationships which are held through meetings 

either by deliberation or consensus. Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan Sampit, has 

several problems, namely (1) There is still a lack of community participation in the 

construction of Madrasahs. (2) The community is still considered less helpful in the 

education process. (3) The assistance provided is only limited to financing education. 

(4) Low public awareness of the importance of participating in Madrasahs. (5) Some 

parents have a low educational background. 

The formulation of the problems in this research are: (1) How is the plan of 

the Madrasah committee in improving the implementation of education at Madrasah 

Ibtidaiyah Kurnia Hasan Sampit, (2) how is the implementation of the participation of 

the Madrasah committee in the implementation of education at Madrasah Ibtidaiyah 

Kurnia Hasan Sampit, and (3) how is supervision Madrasah committee participation 

in the implementation of education at Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan Sampit. 

The results of this study are (1) The plan for the participation of the Madrasah 

committee in the implementation of education at Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan 

Sampit is actually always oriented to the development of a vision and mission such as 

developing the potential of students and students according to their interests and 

talents until plans to cooperate with government agencies, (2) in In terms of 

implementation, such as the support provided by the committee is not only limited to 

providing suggestions or deliberate consideration, but more than that is financial 

assistance both individually and collectively for the collection of community ideals, 

and (3) the supervision of the Madrasah Ibtidaiyah committee Kurnia Hasan sampit is 

not only about madrasah facilities but covers Madrasah principal policies, individual 

student and student achievement or abilities both academically and non-academically, 

as well as the influence and ability of teachers in the teaching and learning process 

which has a major influence on the success of students and students, especially at 

Madrasah Kurnia Hasan Sampit. 

 

Keywords: Madrasah, Committee, Participation 
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MOTTO 

نِ وَٱت َّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِ  يددُ ٱلعِقَا ِِ وَتَ عَاوَنوُاْ عَلَى ٱلبِرِّ وَٱلتَّقوَىٰ وَلََ تَ عَاوَنوُاْ عَلَى ٱلِإثمِ وَٱلعُدوَٰ  
 

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan 

tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada 

Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya 

(Q.S Al-Maidah, Ayat 2) 
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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Peran dan tanggung jawab masyarakat sebagai sasaran pembangunan di 

bidang pendidikan dapat ditingkatkan dan terpenuhi dengan adanya suatu wadah 

untuk bekerjasama menyalurkan aspirasi dan menggali potensi masyarakat yaitu 

melalui komite madrasah.Dengan begitu lembaga pendidikan dapat memberikan 

harapan kepada masyarakat sebagai pelanggan pendidikan. 

Komite madrasah merupakan mitra madrasah yang dibentuk berdasarkan 

hubungan masyarakat, orang tua, dan madrasah yang diadakan melalui rapat baik 

secara musyawarah maupun mufakat.Selain itu, tujuan dari pembentukan komite 

madrasah yaitu meningkatkan program madrasah dan menjalin hubungan yang 

harmonis antar warga madrasah yang dapat membantu bagi peningkatan mutu 

pendidikan di nadrasah tersebut.Selain itu komite madrasah juga mempunyai 

peran yaitu sebagai pemberi pertimbangan, dukungan, pengawas, dan 

mediator.Berdasarkan hal tersebut, peran dan tujuan komite madrasah sangat 

diperlukan dalam pelaksanaan program. 

Uraian di atas jelas bahwa lingkungan pendidikan bukanlah suatu badan 

yang berdiri sendiri, melainkan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari 

masyarakat luas.Ia sebagai suatu sistem terbuka yang selalu mengadakan 

hubungan atau kerjasama yang baik dengan masyarakat, secara bersama sama 



2 

 

 

 

membangun pendidikan. Seiring dengan perkembangan teknologi modern pada 

saat ini, kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan menjadi modal utama 

dalam membangun dan memajukan bangsa termasuk masyarakat itu sendiri.
1
 

Penyelenggaran pendidikan memerlukan dukungan dan masyarakat yang 

merupakan stakeholder pendidikan, mengingat masyarakat itu sangat kompleks 

dan jumlahnya sangat tak terbatas sehingga madrasah mengalami kesulitan untuk 

berinteraksi. Konsep masyarakat perlu disederhanakan agar madrasah menjadi 

lebih mudah untuk berinteraksi dengan masyarakat yaitu dengan cara melakukan 

system perwakilan dengan membentuk suatu wadah/organisasi komite madrasah 

di tingkat suatu pendidikan. Dalam Peraturan Menteri Agama Republik 

Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah menyebutkan bahwa 

untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di madrasah diperlukan adanya 

komite Madrasah atau komite madrasah. 

Komite Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang 

tua/wali peserta didik, tokoh masyarakat yang peduli pendidikan, dan pakar 

pendidikan.Komite Madrasah berkedudukan di Madrasah.Madrasah adalah 

satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan 

pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam yang mencakup 

raudhatul athfal, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, madrasah aliyah, 

dan madrasah aliyah kejuruan. Dasar hukum Komite Madrasah saat ini 

diperbaharui dan diatur dengan Permenag 16 tahun 2020 tentang Komite 

Madrasah. 

                                                 
1
 Wahjo Sumojo, Kepemimpinan Kepala Madrasah, Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya, 

 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999, hlm. 331. 
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Komite Madrasah ditetapkan Menteri Agama Fachrul Razi pada tanggal 

26 Mei 2020 di Jakarta. Permenag 16 tahun 2020 tentang Komite Madrasah 

diundangkan Widodo Ekatjahjana, Dirjen PP Kemenkumham RI di Jakarta pada 

tanggal 26 Mei 2020 di Jakarta. Permenag 16 tahun 2020 tentang Komite 

Madrasah ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 520, agar setiap orang mengetahuinya.
2
 

Komite Madrasah dalam memberikan pertimbangan kepada Kepala 

Madrasah dapat menyampaikan secara tertulis atau melalui forum rapat. Komite 

Madrasah melaksanakan pemberian dukungan finansial, pemikiran, dan/atau 

tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kebutuhan Madrasah, 

sebagai bentuk fungsi pemberian dukungan yang semua itu telah masuk dalam 

sebuah perencanaan terlebih dahulu,Hal diatas sesuai dengan firman Allah 

sebagai berikut:
3
 

َٰء ام نُواَٰٱت َّقُواَٰٱللَّه َٰو لت نظرَُٰن فسي  َٰ اَٰٱلَّذِين  م تلِغ دو َٰي ُّه  لُون َٰمَّاق دَّ بِيُرَٰبِ اَٰت عم    ٨١ ٱت َّقُواَٰٱللَّه َٰإِنََّٰٱللَّه َٰخ 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari  

esok; dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa 

yang kamu kerjakan”.
4
 

Tafsirnya Ibnu Katsir menjelaskan taqwa sendiri diaplikasikan dalam dua 

hal, menepati aturan Allah dan menjauhkan diri dari laranganNya.Jadi, tidak bisa  

dikatakan “saya telah menegakkan shalat”, setelah itu berbuat maksiat 

kembali.Karena makna takwa sendiri saling bersinergi, tidak dapat dipisahkan. 

                                                 
2
 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 tahun 2020 

3
 Q.S Al-Hasyr (59): 18 

4
 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an, Jakarta, 2013. 
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Begitu pula penjelasan Al-Qurthubiy yang menyatakan bahwa perintah taqwa 

(pada ayat ini) bermakna: “Bertaqwalah pada semua perintah dan larangannya, 

dengan cara melaksanakan kewajiban-kewajibanNya yang dibebankan oleh 

Allah kepada manusia, sebagai orang yang beriman, dan menjauhi larangan-

larangan Allah, yang secara keseluruhan harus kita tinggalkan dalam seluruh 

aspek kehidupan.”
5
 

Sebagai seorang yang beriman tentu kita harus memiliki komitmen untuk 

selalu bertaqwa kepada Allah.Karena dalam rangkaian ayat ini perintah taqwa 

hanya diperuntukkan kepada orang yang telah beriman.Apabila dia tidak beriman 

maka dia harus beriman terlebih dahulu untuk terus kemudian bertaqwa. 

Potongan ayat selanjutnya inilah yang memiliki makna dan motivasi 

mendalam tentang intropeksi diri dan pentingnya manajemen waktu yang baik 

sehingga menjadi penting unuk selalu menanam kebaikan untuk dipetik kelak di 

hari akhir. Allah berfirman sebagai berikut:
6
 

َٰء ام نُواَٰٱت َّقُواَٰٱللَّه َٰي اَٰٱلَّذِين  م تلِغ َٰو لت نظرَُٰن فسأ ي ُّه   ۖ  دمَّاق دَّ
 

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari 

esok (akhirat)...(Q.S Al-Hasyr Ayat 18)”
7
 

Menurut beberapa mufassir kata ghad memiliki banyak arti Al-Qurthubi 

menjelaskan yang dimaksud dengan kata tersebut adalah hari kiamat. Kata-

kata ghad sendiri dalam bahasa Arab berarti besok. Beberapa ahli ta‟wil 

                                                 
5
 Muhammad Ali Ashobuni, Al Fida, Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 3, Jakarta: Gema Insani, 1999, h 

81 
6
 Q.S Al-Hasyr Ayat 18 

7
 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an, Jakarta, 2013. 
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menyatakan dalam beberapa riwayat: Allah senantiasa mendekatkan hari kiamat 

hingga menjadikannya seakan terjadi besok, dan besok adalah hari kiamat. Ada 

juga yang mengartikan „ghad‟ sesuai dengan makna aslinya, yakni besok. Hal ini 

bisa diartikan juga bahwa kita diperintahkan untuk selalu melakukan introspeksi 

dan perbaikan guna mencapai masa depan yang lebih baik. Melihat masa lalu, 

yakni untuk dijadikan pelajaran bagi masa depan. Atau juga menjadikan 

pelajaran masa lalu sebuah investasi besar untuk masa depan.
8
 

Dalam kitab Tafsir ibnu Katsir, ayat ini disamakan dengan 

perkataan “haasibuu anfusakum qabla an tuhaasabuu” Hisablah (introspeksi) 

diri kalian sebelum nanti kalian dihisab (di hari akhir). Potongan ayat tersebut 

kembali mengulang untuk kedua kalinya kalimat yang artinya sama bertaqwalah 

kepada Allah. Dalam kaidah Bahasa Arab apabila ada suatu kata yang diulang 

sebanyak dua kali dalam satu susunan kaimat maka kalimat tersebut mengandung 

unsur penekanan atau sungguh-sungguh. Al-Qurthubi menjelaskan bahwa 

kalimat wattaqullah (dalam ayat ini) memberikan pengertian: 

kalimat (wattaqullah) pertama bisa dipahami sebagai perintah untuk bertaubat 

terhadap apa pun perbuatan dosa yang pernah dilakukan, sedangkan pengulangan 

kalimat wattaqullah pada ayat ini (untuk yang kedua kalinya) memberikan 

pengertian agar berhati-hati terhadap kemungkinan perbuatan maksiat yang bisa 

terjadi di kemudian hari setelah bertaubat, karena setan tidak akan pernah 

berhenti menggoda manusia.
9
 

                                                 
8
 Muhammad Ali Ashobuni, Al Fida, Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 3, Jakarta: Gema Insani, 1999, 

 h 81 
9
 Ibid, h. 82 
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InnaLaaha khabiirun bima ta’maluun Sungguh Allah Maha Mengetahui 

apa yang kalian kerjakan. Baik dan buruknya pekerjaan tidak lepas dari 

pengawasan Sang Khaliq. Rangkaian ayat ini menjelaskan betapa pentingnya 

seseorang melihat apa yang telah diperbuatnya di masa lalu untuk kesuksesan 

dan kebahagiaan masa depan. Allah senantiasa memberi motivasi kepada kita 

untuk selalu menanam kebaikan dengan amal shaleh. Dengan waktu yang 

diberikan pada saat ini sudah seharusnya manusia selalu berfikir untuk 

mengerjakan segala hal yang berorientasi pada hal baik.Perlu diingat penciptaan 

manusia di muka bumi ini hanya untuk beribadah. 

Dalam rumus kehidupan selalu dihadapkan dengan waktu yang terbagi 

menjadi 3, masa lalu, saat ini, dan masa yang akan datang. Dalam ayat tersebut 

Allah mewanti-wanti kepada kita untuk menghitung (intropeksi) perbuatan-

perbuatan apa yang dilakukan pada masa lalu untuk kesuksesan hasil di masa 

depan (akhirat). Sedangkan saat ini adalah waktu yang hanya di berikan untuk 

memanfaatkan dan mengatur waktu sebaik-baiknya adalah hal paling utama 

untuk mencapai kesuksesan yang akan diraih. Dan hal ini berlaku pula pada diri 

kita di kehidupan dunia ini.Seandainya seseorang berkeinginan menjadi seorang 

alim, maka tergantung bagaimana jerih payah dan banyaknya waktu untuk 

belajar yang dihabiskan pada saat ini. Seorang pilot bisa menerbangkan pesawat 

terbang yang terbaru maka tergantung bagaimana pengalaman dari pelajaran-

pelajaran dari pesawat yang telah diterbangkn pada masa lalu. Seorang pemuda 

yang ingin sukses dalam berbisnis maka saat ini adalah waktu yang terbaik untuk 

merasakan kerasnya dunia bisnis dan dengan sendirinya waktu yang akan 
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menjawab segala bentuk jerih payah yang telah dikeluarkan untuk mencapi 

kesuksesaannya.
10

 

Tentu yang dimaksud Allah dalam ayat ini adalah timbulnya kebaikan 

yang mengarah kepada kesuksesan Akhirat yang abadi.Hari kiamat dikatakan 

seperti hari esok dan sangat dekat, tentu ibadah dan seluruh pekerjaan yang kita 

laksanakan pada hari ini haruslah dengan kualitas dan niat terbaik.Dan Allah 

menutup firmanNya dengan mengatakan bahwa Dia maha mengetahui apapun 

usaha yang dilakukan. Semoga kita tergolong orang-orang yang sukses di dunia 

maupun akhirat. 

Selain melakukan perencanaan, hal yang tidak kalah penting adalah 

melakukan pengawasan Madrasah, Komite Madrasah dapat menindaklanjuti 

sendiri atau menyampaikan hasil klarifikasi kepada kepala Madrasah atau 

pemangku kepentingan yang lain, pengawasan dalam hal ini juga diterangkan 

dalam Al-Qur‟an
11

 

Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan Sampit merupakan sebuah Madrasah 

Swasta milik Yayasan yang berakreditasi “B”. Kondisi Madrasah Ibtidaiyah 

Kurnia Hasan Sampit saat ini tergolong baik secara umum akan tetapi khususnya 

dalam Partisipasi Komite Madrasah dalam Penyelenggaraan Pendidikan di MI 

Kurnia Hasan Sampit terdapat beberapa masalah yang terlihat berdasarkan pada 

wawancara dengan kepala Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan Sampit, dengan 

mengangkat beberapa hal diantaranya, Identifikasi masalah penelitian ini yaitu 

sebagai berikut: 

1. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Madrasah. 

                                                 
10

 Ibid, h. 83 
11

Hasbullah, Otonomi Pendidikan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006 hlm. 89. 
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2. Masyarakat masih dinilai kurang membantu dalam proses pendidikan. 

3. Bantuan yang diberikan hanya terbatas pada hal pembiayaan pendidikan. 

4. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya ikut serta berpartisipasi 

dalam Madrasah. 

5. Sebagian orang tua memiliki latar belakang pendidikan yang rendah.
12

 

Sebagaimana telah di uraikan tentang permasalahan hubungan 

masyarakat di madrasah tersebut. Mengingat begitu pentingnya peranan 

masyarakat dalam lembaga pendidikan yang seharusnya memiliki kemampuan 

memaksimalkan hubungan dengan masyarakat, akan tetapi melihat kenyataan 

yang ada masih terdapat hal yang kurang maksimal, maka peneliti terdorong 

untuk melakukan penelitian tentang “Manajemen Partisipasi Komite 

Madrasah dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah 

Kurnia Hasan Sampit”. 

B. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perencanaan partisipasi komite Madrasah dalam peningkatan 

penyelenggaraan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan Sampit? 

2. Bagaimana pelaksanaan partisipasi komite Madrasahdalam penyelenggaraan 

Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan Sampit? 

3. Bagaimana pengawasan Manajemen Partisipasi Komite Madrasah dalam 

Penyelenggaraan Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan Sampit? 

                                                 
12

Wawancara dengan Kepala Madrasah di Sampit, 03 Oktober 2020 



9 

 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui 

Partisipasi komite madrasah dalam penyelengaraan pendidikan di Madrasah 

Ibtidaiyah Kurnia Hasan. Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan 

untuk:  

1. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis perencana partisipasi komite 

Madrasahdalam penyelenggaraan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Kurnia 

Hasan 

2. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis pelaksanaan partisipasi komite 

Madrasah dalam penyelenggaraan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Kurnia 

Hasan 

3. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis pengawasan partisipasi komite 

Madrasah dalam penyelenggaraan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Kurnia 

Hasan 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Secara teoritis bermanfaat: 

a. Memberikan pengetahuan tentang optimalisasi peran KomiteMadrasah 

dalam peningkatan mutu Pendidikan. 

b. Hasil-hasil yang diperoleh dapat menimbulkan permasalahan baruuntuk 

diteliti lebih lanjut. 

 

2. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat: 
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a. Bagi penulis dapat menjadi sarana menambah wawasan dan pengetahuan 

dalam penerapan teori-teori yang sudah pernah dipelajari dan dapat 

memberikan motivasi, bahan pembelajaran dan penelitian selanjutnya agar 

kedepannya dapat berusaha memperoleh hasil yang lebih baik lagi. 

b. Bagi pengurus Komite Madrasah yang mengalami kendala atau hambatan 

terhadap profil dan peran komite, yang pada akhirnya dapat digunakan 

untuk acuan dalam memberdayakan diri dengan lebih baik dan 

bekerjasama dengan Kepala Madrasah dalam meningkatkan mutu 

pendidikan. 

c. Bagi Kepala Madrasah selaku penyelenggara pendidikan,memberikan 

sumbangan pemikiran atau masukan akan pentingnya membina hubungan 

kerjasama yang baik dengan Komite Madrasah atas berlangsungnya 

pendidikan di satuan pendidikannya, dan bagaimana menggali potensi 

bersama dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

d. Bagi masyarakat umumnya, dapat memberikan informasi tentang 

pentingnya perhatian dan partisipasi masyarakat dalam mendukung 

terselenggaranya pendidikan yang demokratis, transparan dan akuntabel.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

  

A. Kerangka Teori 

1. Peran dan Fungsi Komite 

a. Komite Madrasah 

Komite Madrasah adalah badan mandiri yang mewadahi peran 

serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan 

efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pada jalur 

pendidikan pra Madrasah, jalur pendidikan Madrasah maupun jalur 

pendidikan luar Madrasah. 

Komite Madrasah dapat juga diartikan suatu badan atau lembaga 

non profit dan non politis, dibentuk berdasarkan musyawarah yang 

demokratis oleh para stakeholder pendidikan pada tingkat satuan 

pendidikan sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung 

jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan.
13

 

Komite Madrasah terdiri dari unsur masyarakat yang dapat berasal 

dari perwakilan orang tua/wali murid berdasarkan jenjang kelas yang 

dipilih secara demokratis, tokoh masyarakat, anggota masyarakat yang 

mempunyai perhatian untuk meningkatkan mutu pendidikan, tokoh 

pendidikan, dunia usaha/industri, organisasi profesi tenaga 

pendidikan/guru, wakil alumni, dan wakil dari siswa. 

                                                 
13

Misbah, “Peran dan Fungsi Komite Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan”, 

 Insania, Vol.14 No.1 Jan-April, 2009, hlm. 3. 
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Anggota komite Madrasah yang berasal dari unsur dewan guru, 

yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan, jumlah dari anggota komite 

Madrasah sekurang-kurangnya sembilan orang dan jumlahnya harus 

ganjil. Adapun syarat-syarat, hak dan kewajiban, serta masa keanggotaan 

komite Madrasah ditetapkan dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran 

Rumah Tangga (ART).Sebelum terbentuknya komite Madrasah, lebih 

dahulu kita mengenal istilah BP3 (Badan Pembantu Penyelenggara 

Pendidikan) pada tiap-tiap Madrasah dan juga POMG (Persatuan Orang 

tua Murid dan Guru).
14 

b. Kedudukan Komite Madrasah 

Komite Madrasah berkedudukan pada satuan pendidikan 

Madrasah, pada seluruh jenjang pendidikan, pendidikan dasar (Madrasah 

Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah), hingga pendidikan menengah 

(Madrasah Aliyah), baik madrasah negeri maupun swasta.Komite 

Madrasah yang berkedudukan di setiap satuan pendidikan, merupakan 

badan mandiri yang tidak memiliki hubungan hierarkis dengan lembaga 

pemerintah. Komite Madrasah dapat terdiri dari satuan pendidikan atau 

berupa satuan pendidikan dalam jenjang yang sama, atau beberapa satuan 

pendidikan yang berbeda jenjang, tetapi pada lokasi yang berdekatan, atau 

satuan-satuan pendidikan yang dikelola oleh suatu penyelenggara 

pendidikan, atau karena pertimbangan lain. Posisi komite Madrasah 

berada ditengah-tengah antara orang tua murid, murid, guru, masyarakat 

setempat, dan kalangan swasta di satu pihak dengan pihak Madrasah 

                                                 
14

Ahmad Baedowi dkk, Manajemen Madrasah Efektif (Jakarta: Alvabet, 2015), hlm. 291. 
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sebagai institusi, kepala Madrasah, dinas pendidikan wilayahnya, dan 

pemerintah daerah di pihak lainnya.Peran komite Madrasah diharapkan 

dapat menjembatani kepentingan keduanya.
15

 

Satuan pendidikan dalam berbagai jalur, jenjang dan jenis 

pendidikan memiliki penyebaran lokasi dan beragam.Ada madrasah 

tunggal, dan ada pula beberapa madrasah yang menyatu dalam satu 

komplek. Oleh karena itu maka komite Madrasah dapat dibentuk melalui 

alternatif sebagai berikut: 

1) Komite madrasah yang dibentuk di satuan pendidikan.  

2) Terdapat beberapa madrasah pada satu lokasi yang berdekatan, atau 

beberapa madrasaah yang dikelola oleh suatu penyelengggara 

pendidikan, atau karena pertimbangan lainnya, dapat dibentuk 

koordinator komite Madrasah.
16

 

c. Struktur Organisasi Komite Madrasah 

Pembentukan komite Madrasah dilakukan secara transparan, 

akuntabel, dan demokratis. Dilakukan secara transparan adalah bahwa 

komite Madrasah harus dibentuk secara terbuka dan diketahui oleh 

masyarakat secara luas mulai dari tahap pembentukan panitia, kriteria 

calon anggota, proses seleksi calon anggota, pengumuman calon anggota, 

proses pemilihan, dan penyampaian hasil pemilihan. Dilakukan secara 

                                                 
15

Khaerudin, dkk, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), (Jogjakarta: Nuansa 

Aksara, Cet.II, 2007), hlm. 250. 
16

Ibid, h. 50 
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akuntabel adalah bahwa dalam proses pemilihan anggota dan pengurus 

dilakukan dengan musyawarah mufakat.
17

 

Struktur kepengurusan komite Madrasah ditetapkan berdasarkan 

AD/ART yang sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua, sekertaris 

dan bendahara.Apabila dipandang perlu, kepengurusan dapat dilengkapi 

dengan bidang-bidang tertentu sesuai kebutuhan yang ada.
18

 

d. Tujuan Komite Madrasah 

Tujuan dibentuknya komite Madrasah dimaksudkan agar adanya 

suatu organisasi masyarakat Madrasah yang mempunyai komitmen dan 

loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas Madrasah.
19

 

Adapun tujuan dibentuknya komite Madrasah tentang Komite 

Madrasah tugas Komite Madrasah adalah mendukung peningkatan mutu 

pelayanan Pendidikan Madrasah. Dengan demikian tujuan dibentuknya 

komite Madrasah adalah untuk mewadahi partisipasi masyarakat agar ikut 

serta dalam operasional manajemen Madrasah sesuai dengan peran dan 

fungsinya, berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi 

program Madrasah secara proposional, sehingga komite Madrasah dapat 

meningkatkan mutu pendidikan. Disamping hal itu, komite Madrasah juga 

bertujuan untuk memberdayakan masyarakat sekitar.
20

 

e. Peran dan Fungsi Komite Madrasah 

Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua, 

masyarakat, dan pemerintah. Akan tetapi ungkapan arif tersebut sampai 
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 Ibid, h.51 
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 Ibid, h. 99 
20
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saat ini lebih banyak bersifat slogan dan masih jauh dari harapan yang 

sebenarnya. Bisa dikatakan tanggung jawab masing-masing masih belum 

optimal, terutama pada peran serta masyarakat yang sampai saat ini belum 

banyak diberdayakan.  

Sistem Pendidikan Nasional, dikemukakan: (1) peran serta 

masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perorangan, kelompok, 

keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan 

dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan; (2) 

masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna 

hasil pendidikan.
21

 

Secara lebih spesifik, pada pasal 56 disebutkan bahwa di 

masyarakat ada dewan pendidikan dan komite sekolah atau komite 

madrasah, yang berperan sebagai berikut.
22

 

1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan 

yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program 

pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah. 

2) Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan 

dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan 

pertimbangan,, arahan, dan dukungan tenaga, sarana prasarana, serta 

pengawasan pendidikan ditingkat nasional, provinsi, dan 

kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hierarkis. 

3) Komite sekolah/madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan 

berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dan memberikan 

                                                 
21
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Hasbullah, Otonomi Pendidikan..., hlm. 91 



 

 

16 

 

pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana 

serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.  

Atas dasar untuk pemberdayaan masyarakat itulah, maka 

digulirkan konsep komite Madrasah sebagaimana dikemukakan diatas. 

Berdasarkan keputusan Permenag No. 16 tahun 2020, keberadaan komite 

Madrasah berperan sebagai berikut:  

1) Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan 

dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.  

2) Pendukung (suppoting agency) baik yang berwujud finansial, 

pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan 

di satuan pendidikan. 

3) Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi 

dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di 

satuan pendidikan.  

4) Mediator antara pemerintah (executive) dengan masyarakat di 

satuan pendidikan.
23

 

 

Keempat peran komite tersebut, bukanlah peran yang dapat berdiri 

sendiri, melainkan dari keempat peran tersebut saling terkait. antara peran 

satu dengan yang lainnya.
24

 Dalam hal ini komite Madrasah mempunyai 

penjabaran peran dalam kegiatan operasional komite Madrasah ditinjau 

dari segi fisik pendidikan, adapun penjabarannya secara lebih rinci adalah 

sebagai berikut:  

1) Sebagai pemberi pertimbangan (advisory agency), dalam 

penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan 

pendidikan indikator kinerjanya dengan memberikan masukan 

dan pertimbangan mengenai:  

a) Kebijakan pendidikan  

b) Program pendidikan  

c) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah 

(RAPBS)  

                                                 
23

Ahmad Baedowi dkk, Manajemen Sekolah Efektif, hlm. 290. 
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d) Kriteria fasilitas pendidikan
25

 

2) Sebagai pendukung (suppoting agency), baik yang berwujud 

finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan 

pendidikan di satuan pendidikan, indikator kinerjanya yaitu:  

a) Memantau kondisi sarana dan prasarana.  

b) Menggalang dana dalam rangka pembiayaan pendidikan  

c) Mendorong tumbuhnya perhatian masyarakat terhadap 

penyelenggara pendidikan yang bermutu.  

d) Mengevaluasi pelaksanaan dukungan anggaran di sekolah.
26

 

3) Sebagai pengontrol (controlling agency), dalam rangka 

transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran 

pendidikan di satuan pendidikan, indikator kerjanya yaitu:  

a) Mengawasi proses pengambilan keputusan di sekolah. 

b) Kontrol terhadap perencanaan sekolah.  

c) Mengontrol proses pelaksanaan program sekolah.  

4) Sebagai mediator, dengan masyarakat di satuan pendidikan, 

indikator kinerjanya yaitu: 

a) Melakukan kerja sama dengan masyarakat. 

b) Menampung aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan 

pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.  

c) Menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan 

pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
27

 

 

Apabila komite Madrasah dalam setiap satuan pendidikan sudah 

dapat melaksanakan keempat perannya tersebut dengan baik, diasumsikan 

bahwa komite Madrasah tersebut dapat memberikan dampak terhadap 

kinerja dalam sistem pendidikan tersebut.
28

 Dengan kata lain, keberadaaan 

dan peran dari komite sekolah perlu juga menyentuh berbagai indikator 

kinerja dalam kaitannya dengan keberhasilan sistem pendidikan dalam 

upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. 

Sementara itu untuk menjalankan perannya, komite sekolah juga 

berfungsi dalam hal-hal sebagai berikut:
29
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Hasbullah, Otonomi Pendidikan, hlm. 93. 
26

Hasbullah, Otonomi Pendidikan..., hlm. 94. 
27
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1) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat 

terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. 

2) Melakukan upaya kerja sama dengan masyarakat (perorangan/ 

organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah 

berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.  

3) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan,dan 

berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. 

4) Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada 

satuan pendidikan mengenai:  

a) Kebijakan dan program pendidikan 

b) Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah 

(RAPBS) 

c)  Kriteria kinerja satuan pendidikan  

d) Kriteria tenaga pendidikan 

e) Kriteria fasilitas pendidikan 

f) Hal-hal yang terkait dengan pendidikan.  

5) Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam 

pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan 

pemerataan pendidikan. 

6) Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan 

penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. 

7) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, 

program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan 

pendidikan.  

 

Komite Madrasah sesuai dengan peran dan fungsinya, melakukan 

akuntabilitas sebagai berikut:
30

 

1) Komite Sekolah menyampaikan hasil kajian pelaksanaan 

program sekolah kepada stakeholder secara periodik, baik yang 

berupa keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian 

tujuan dan sasaran program sekolah.  

2) Menyampaikan laporan pertanggung jawaban bantuan 

masyarakat baik berupa materi (dana, barang tak bergerak 

maupun bergerak), maupun non materi (tenaga dan pikiran) 

kepada masyarakat dan pemerintah setempat.  

 

Adapun secara rinci berdasarkan paparan di atas dapat kita 

paparkan peran dan fungsi komite Madrasah adalah sebagai berikut: 

1) Menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan program yang 

ditetapkan. 

                                                 
30
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2) Bersama dengan sekolah/madrasah merumuskan dan 

menetapkan visi dan misi. 

3) Bersama-sama dengan sekolah/madrasah menyusun standar 

pelayanan pembelajaran di sekolah/madrasah. 

4) Bersama-sama dengan sekolah/madrasah menyusun rencana 

strategi pengembangan sekolah/madrasah.  

5) Bersama-sama dengan sekolah/madrasah menyusun dan 

menetapkan rencana program tahunan sekolah/madrasah 

termasuk dalam penyusunan dan penetapan RAPBS/M. 

6) Membahas dan turut menetapkan pemberian tambahan 

kesejahteraan berupa honorium yang diperoleh dari masyarakat 

kepada kepala sekolah/madrasah, tenaga pendidik, dan tenaga 

kependidikan sekolah/madrasah. 

7) Bersama-sama dengan sekolah/madrasah mengembangkan 

potensi ke arah prestasi unggulan, baik yang bersifat akademis 

(ujian semester, UAN, maupun yang bersifat non-akademis 

(keagamaan, olah raga, seni, dan lain sebagainya).  

8) Menghimpun dan menggali sumber dana dari masyarakatuntuk 

meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. 

9) Mengelola peran masyarakat berupa non-material(tenaga, 

pikiran, yang ditujukan kepada peningkatan kualitas pelayanan 

sekolah/madrasah. 

10) Mengevaluasi program sekolah/madrasah secara proporsional 

sesuai dengan kesepakatan dengan pihak sekolah/madrasah, 

meliputi pengawasan penggunaan sarana dan prasarana, 

pengawasan keuangan secara berkala dan berkesinambungan. 

11) Mengidentifikasi berbagai permasalahan dan memecahkannya 

bersama-sama dengan pihak sekolah/madrasah (termasuk juga 

dengan melibatkan masyarakat dan orang tua murid).  

12) Memberikan respon terhadap kurikulum yang dikembangkan 

secara terstandar nasional maupun lokal.  

13) Memberikan motivasi, penghargaan (baik yang berupa materi 

maupun non-materi) kepada tenaga kependidikan atau kepada 

seseorang yang berjasa kepada sekolah/madrasah secara 

proporsional. 

14) Membangun jaringan kerjasama dengan pihak luar 

(sekolah/madrasah) yang bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan di sekolah/ madrasah yang bersangkutan.  

15) Memantau kualitas proses pelayanan dan hasil pendidikan di 

sekolah/ madrasah yang bersangkutan. Mengkaji laporan 

pertanggungjawaban pelaksanaan program yang 

dikonsultasikan oleh kepala sekolah/madrasah.  

16) Menyampaikan usul atau rekomendasi kepada pemerintah 

daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan 

sesuai dengan kebutuhan sekolah/madrasah dan masyarakat.
31
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 Selain peran yang disebutkan diatas, peran nyata yang 

dilaksanakan komite Madrasah adalah sebagai mitra atau partner bagi 

pemerintah daerah maupun sekolah. Badan ini memiliki peran sebatas 

memberikan pertimbangan atau pilihan-pilihan yang harus dilakukan oleh 

pemerintah daerah dan Madrasah, serta memberikan dukungan, kontrol, 

dan menjembatani kepentingan masyarakat dan penyelenggaraan 

pendidikan.  

Peran komite Madrasah memberikan pertimbangan dalam 

penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, mendukung 

penyelenggaraan pendidikan, mengontrol dan mediator antara pemerintah 

dengan masyarakat. Di samping itu juga berfungsi mendorong tumbuhnya 

perhatian dan komitmen masyarakat terhadap pendidikan berkualitas, 

melakukan kerjasama dengan masyarakat, menampung dan menganalisa 

aspirasi, memberi masukan, mendorong orang tua murid dan masyarakat 

berpartisipasi dalam pendidikan, menggalang dana dari masyarakat dan 

melakukan evaluasi.  

Maka dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, orang tua dan 

masyarakat mempunyai potensi yang signifikan dalam berperan aktif. 

Antara lain orang tua turut belajar kaitannya dengan birokrasi 

kependidikan skala kecil dalam satuan pendidikan (sekolah), mendorong 

aktif kegiatan di Madrasah, menciptakan situasi keakraban yaitu dengan 

diskusi di rumah, dan juga orang tua perlu mengetahui perkembangan 

anaknya di Madrasah serta turut serta dalam pengadaan sarana dan 

prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar. 
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2. Konsep Dasar Partisipasi 

a. Pengertian Partisipasi 

Partisipasi/pelibatan berasal dari bahasa Inggris yaitu 

“participation” adalah pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Dalam 

Kamus Bahasa Indonesia, partisipasi adalah perihal turut berperan serta 

suatu kegiatan atau keikutsertaan atau peran serta. Menurut Made Pidarta, 

partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu 

kegiatan.
32

Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta 

fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya 

(berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung 

pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan. Partisipasi 

adalah proses aktif dan inisiatif yang muncul dari masyarakat serta akan 

terwujud sebagai suatu kegiatan nyata apabila terpenuhi oleh tiga faktor 

pendukungnya yaitu:
33

 

1) Adanya kemauan  

2) Adanya kemampuan, dan 

3) Adanya kesempatan untuk berpartisipasi 

 

Menurut Suryosubroto partisipasi adalah hal turut berperan serta 

dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, peran serta pendapat di atas 

dipertegas oleh Keith Davis dalam Suryosubroto bahwa partisipasi adalah 

keterlibatan mental dan pikiran individu di dalam suatu kelompok yang  

                                                 
32

 Made Pidarta., Manajemen Pendidikan. Jakarta : PT. Bina Aksara, 1988, hlm. 58. 
33

Slamet, Margono. Perspektif Ilmu Penyuluhan Pembangunan Menyongsong Era Tinggal 
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mendorongnya untuk mengembangkan kemampuan sesuai dengan 

tujuan kelompok tersebut.
34

 

Partisipasi juga berarti bahwa setiap warga negara mempunyai 

suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui 

intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. 

Partisipasi dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta 

berpartisipasi secara konstruktif. Dalam konteks demokrasi otonomi 

membutuhkan pernyataan hak-hak manusia di luar memilih untuk 

memberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam 

pembangunan.membagi partisipasi menjadi enam pengertian, yaitu:
35

 

1) Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada 

proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan; 

2) Partisipasi adalah “pemekaan” (membuat peka) pihak 

masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan 

kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan; 

3) Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam 

perubahan yang ditentukannya sendiri; 

4) Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung 

arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil 

inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal 

itu; 

5) Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat 

setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, 

pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh 

informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial; 

6) Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan 

diri, kehidupan, dan lingkungan mereka. 

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat adalah 

sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu 

                                                 
Suryosubroto, Manajemen Hubungan Madrasah dengan Masyarakat, Yokyakarta: FIP 

UNY, 2006, hlm. 71. 
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kebudayaan yang mereka anggap sama
36

.Masyarakat dapat diartikan 

sebagai sekumpulan dari sejumlah orang dalam suatu tempat tertentu yang 

menunjukkan adanya pemilikan norma-norma hidup bersama walaupun di 

dalamnya terdapat berbagai lapisan antara lain lingkungan social.
37

 

Arti masyarakat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 

dinyatakan sebagai kelompok Warga Negara Indonesia non pemerintah 

yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. 

Masyarakat merupakan sekumpulan dari sejumlah orang dalam suatu 

tempat tertentu yang menunjukkan adanya pemilikan norma-norma hidup 

bersama walaupun di dalamnya terdapat berbagai lapisan antara lain 

lingkungan sosial
38

.  

Masyarakat sebagai kelompok orang-orang yang ditandai dengan 

ciri-ciri kolektif, Getzels, membagikannya dalam berbagai taksonomi 

(kelompok), yang meliputi masyarakat setempat (local community), 

masyarakat administratif sosial (social community), masyarakat 

instrumental (instrumental community), masyarakat etnis, kasta, atau 

golongan (etnis, caste, or class community), dan masyarakat ideologi 

(ideological community).
39

 

Menurut Talcott Parson, individu dalam masyarakat menyandang 

dua status, yaitu ascribed status dan achieved status. Ascribed status 

merupakan status yang disandang individu secara otomatis, status ini 

                                                 
36

Tim Penyusun KBBI..Kamus Besar Bahasa Indonesia.(Jakarta: Balai Pustaka, 1996) 
37
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diperoleh dari keturunan atau silsilah keluarga, ras dan biologis. Achieved 

status merupakan status yang diperoleh individu melalui kerja keras atau 

perjuangan. Status ini akan diperoleh individu sesuai prestasinya dalam 

kehidupan masyarakat, sehingga dalam lingkungan masyarakat, individu 

tidak lagi menyandang peran dari ascribed status-nya
40

. Jadi masyarakat 

merupakan sekumpulan dari sejumlah orang dalam suatu tempat tertentu 

yang menunjukkan adanya pemilikan normanorma hidup bersama 

walaupun di dalamnya terdapat berbagai lapisan antara lain lingkungan 

sosial. 

Partisipasi masyarakat dalam pendidikan menurut Undang-Undang 

No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 54 dan 56 

yaitu: 

1) Pasal 54, meliputi: (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan 

meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi 

profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam 

penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan; (2) 

Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan 

pengguna hasil pendidikan. 

2) Pasal 56, meliputi: (1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu 

pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan 

evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite 

Madrasah/madrasah; (2) Komite Madrasah/madrasah sebagai lembaga 

mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan 
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dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, 

sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat 

satuan pendidikan
41

. 

3) Bagi Madrasah, partisipasi masyarakat dalam pembangunan 

pendidikan adalah kenyataan obyektif yang dalam pemahamannya 

ditentukan oleh kondisi subyektif orang tua siswa. Keikutsertaan dan 

kesadaran masyarakat untuk memikul tanggung jawab pendidikan 

merupakan suatu tuntutan yang harus diwujudkan dalam kegiatan-

kegiatan yang dilaksanakan dalam pendidikan. 

Menurut Sundariningrum dalam Sugiyah mengklasifikasikan 

partisipasi menjadi 2 (dua) berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu : 

1) Partisipasi Langsung 

Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan 

kegiatanb. Partisipasi tidak langsung Partisipasi yang terjadi apabila 

individu mendelegasikan hak partisipasinya tertentu dalam proses 

partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat 

mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan 

keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.  

2) Partisipasi tidak langsung 

Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak 

partisipasinya.
42
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Pendapat lain disampaikan Subandiyah dalam Sugiyah yang 

menyatakan bahwa jika dilihat dari segi tingkatannya partisipasi 

dibedakan menjadi tiga yaitu: 

a) Partisipasi dalam pengambilan keputusan 

b) Partisipasi dalam proses perencanaan dan kaitannya 

dengan programlain. 

c) Partisipasi dalam pelaksanaan. 

 

Lebih rinci Cohen dan Uphoff dalam Irene, membedakan 

partisipasi menjadi empat jenis yaitu pertama, partisipasi dalam 

pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. 

Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaatkeempat, 

partisipasi dalam evaluasi. 

Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. 

Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif 

dengan masyarakat yang berkaitan dengan gagasan atau ide yang 

menyangkut kepentingan bersama.Dalam partisipasi ini 

masyarakat menuntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi 

pembangunan. Wujud dari partisipasi ini antara lain seperti 

kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau 

penolakan terhadap program yangditawarkan. 

Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan suatu program 

meliputi: menggerakkan sumber daya, dana, kegiatan 

administrasi, koordinasi dan penjabaran program. 

Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat.Partisipasi 

ini tidak lepas dari hasil pelaksanaan program yang telah dicapai 
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baik yang berkaitan dengan kuantitas maupun kualitas. Dari segi 

kualitas, dapat dilihat dari peningkatan output, sedangkan dari 

segi kuantitas dapat dilihat seberapa besar prosentase 

keberhasilan program. 

Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi 

masyarakat dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah 

pelaksanaan program secara menyeluruh.Partisipasi ini bertujuan 

untuk mengetahui ketercapaian program yang telah direncanakan 

sebelumnya.
43

 

3) Bentuk Partisipasi 

Bentuk partisipasi menurut Effendi yang dikutip oleh Siti Irene 

Astuti D, terbagi atas: 

a) Partisipasi Vertikal 

Partisipasi vertikal terjadi dalam bentuk kondisi tertentu 

masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program 

pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada sebagai 

status bawahan, pengikut, atau klien. 

b) Partisipasi horizontal 

Partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa 

dimana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi 

horizontal satu dengan yang lainnya. 

Penyelenggaraan pendidikan dilakukan tidak hanya oleh pihak 

Madrasah, seperti pendidik dan tenaga kependidikan, namun keberadaan 
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 Siti Irene A.D., Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan,Yogyakarta: 
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masyarakat dan orangtua peserta didik ikut mewujudkan pencapaian 

pendidikan yang lebih baik.Pernyataan ini sesuai dengan teori yang 

dipaparkan oleh Zaini, Zakso, & Syukri, bahwa salah satu upaya efektif 

yang dapat dilakukan untuk memperoleh tujuan penyelenggaraan 

pendidikan yang baik yaitu dengan melibatkan masyakarat dan orangtua 

peserta didik.Hal ini diterapkan untuk memperoleh dukungan dan 

memberikan kesempatan bagi pihak eksternal untuk ikut berperan serta 

merasakan perkembangan pendidikan di daerahnya. Upaya pengadaan 

peran serta masyarakat atau orangtua peserta didik seperti yang 

dipaparkan oleh teori di atas merupakan bagian dari proses desentralisasi 

pendidikan. 

Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara orang tua, 

masyarakat dan pemerintah. Dapat dikatakan pada saat ini tanggung jawab 

masing-masing belum optimal, terutama partisipasi masyarakat yang masih 

dirasakan belum banyak diberdayakan. Oleh karena itu, secara hakiki 

pembangunan pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam 

upaya pembangunan manusia.Upaya-upaya pembangunan di bidang 

pendidikan, pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan 

manusia itu sendiri.Karena pendidikan merupakan hak setiap warga negara, 

didalamnya terkandung makna bahwa pemberian layanan pendidikan 

kepada individu, masyarakat dan warga negara adalah tanggung jawab 

bersama anatara pemerintah, masyarakat dan keluarga. 

Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan 

pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program 
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pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite Madrasah/madrasah. 

Pembinaan pendidikan dasar dan menengah adalah mewujudkan 

manajemen pendidikan yang berbasis madrasah atau masyarakat dengan 

memperkenalkan Dewan Pendidikan ditingkat Kabupaten/Kota serta 

pemberdayaan atau pembentukan Komite Madrasah ditingkat madrasah. 

Komite Madrasah merupakan penyempurnaan dan perluasan badan 

kemitraan dan komunikasi antara Madrasah dengan masyarakat Komite 

Madrasah dibentuk sebagai bagian dari penerapan Manajemen Berbasis 

Seklolah (MBS) dan mempunyai kewenangan untuk mengelola dirinya 

sendiri. Pengelolaan Madrasah ini dijalankan dengan asas partisipasi, 

transparansi dan akuntabilitasi artinya dalam pengelolaan Madrasah dewan 

pendidikan khususnya kepala Madrasah bekerja sama dengan masyarakat. 

Oleh sebeb itu, diperlukan wadah yang bisa dipakai oleh masyarakat 

madrasah untuk mengemban amanat tersebut, wadah tersebut adalah 

Komite Madrasah. 

Bentuk manajemen dikembangkan untuk mengawal program yang 

diluncurkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, Direktorat 

Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia bertujuan 

untuk mengembalikan fungsi Keluarga sebagai pendidik pertama dan 

utama, dimana keterlibatan orangtua dalam pendidikan anak adalah sebuah 

keniscayaan. Kawalan dimaksud adalah dalam bentuk pencarian model 

implementasi kemitraan yang dapat dilaksanakan dalam konteks lokal 

daerah masing-masing. 
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Pola implementasi ini kemudian diharapkan menjadi referensi 

pelengkap, penambah, dan/atau pengganti dari pola sebelumnya. Model ini 

berorientasi selain pada prosedur penyelenggaraan pelibatan orangtua pada 

satuan pendidikan, juga berfokus pada metode yang digunakan dalam 

meningkatkan partisipasai orangtua.
44

 

1) Partisipasi dalam pengertian ini adalah Kemitraan, yakni kerjasama 

antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat yang berlandaskan 

pada azas gotong royong, kesamaan kedudukan, saling percaya, saling 

menghormati, dan kesediaan untuk berkorban dalam membangun 

ekosistem pendidikan yang menumbuhkan karakter dan budaya prestasi 

peserta didik. 

2) Orangtua yang dimaksud dalam kajian ini adalah Keluarga, adalah unit 

terkecil dari masyarakat yang terdiri dari beberapa orang yang terikat 

hubungan darah dan pernikahan, berkumpul dan tinggal di satu 

tempat/atap dalam keadaan saling ketergantungan dan bertanggung 

jawab terhadap pengasuhan, perawatan dan pendidikan anak-anak 

mereka. Orangtua adalah ayah dan ibu, ayah atau ibu untuk orang tua 

tunggal, wali murid, atau pengasuh yang diberi otoritas oleh keluarga 

sah dari peserta didik. 

3) Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang 

menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan 

informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.   
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4) Satuan Pendidikan dasar adalah kelompok layanan pendidikan yang 

menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada jenjang dan jenis 

pendidikan lanjutan pendidikan dasar. 

5) Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem 

di mana sebagian besar interaksi terjadi antara individuindividu yang 

berada dalam kelompok tersebut dan merupakan pemangku kepentingan 

Madrasah. 

6) Komite Madrasah adalah organisasi mandiri yang beranggotakan orang 

tua/wali peserta didik, komunitas Madrasah, serta tokoh masyarakat 

yang peduli pendidikan. 

7) Ekosistem Pendidikan adalah tatanan kesatuan secara utuh dan 

menyeluruh dari semua unsur pendidikan sehingga menghasilkan 

lingkungan belajar yang kondusif bagi tumbuh-kembang anak secara 

optimal. 

8) Karakter adalah akhlak/adab, budi perkerti yang mengacu pada nilai- 

nilai dan norma agama, hukum, dan sosial yang diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari di lingkungan Madrasah, keluarga, dan 

masyarakat yang mencakup karakter religius, jujur, toleransi, disiplin, 

kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat 

kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi 

bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli 

lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. 

9) Budaya Prestasi adalah tatanan nilai, kebiasaan, kesepakatan-

kesepakatan yang direfleksikan dalam tingkah laku sehari-hari warga 
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Madrasah yang terkait dengan pencapaian prestasi Madrasah sebagai 

institusi maupun prestasi individu peserta didik sesuai bakat, minat, dan 

potensi masing-masing. 

Salah satu kebijakan Nasional di bidang pendidikan yang sangat 

populer dewasa ini adalah penerapan model manajemen berbasis Madrasah 

(MBS). Penerapan model MBS ini dilandasi beberapa asumsi antara lain:  

1) Sistem sentralisasi pendidikan yang diterapkan selama ini belum 

memperlihatkan hasil yang menggembirakan, 

2) Kebijakan pendidikan selama ini lebih berfokus pada input dan output, 

padahal Madrasah sebagai sistem hendaknya melihat dari sisi input, 

proses, dan output, 

3) Model mbs dianggap tepat dan sesuai dengan jiwa otonomi daerah yang 

tengah diterapkan saat ini, dan  

4) Lebih memberikan kesempatan dan kebebasan pada Madrasah dan 

stakeholders dalam mengembangkan Madrasah sesuai kondisi dan 

potensi daerah masing-masing. 

Hadiyanto menyatakan berbagai upaya telah dilaksanakan oleh 

pemerintah untuk mengimplementasikan model MBS pada tiap tingkat 

satuan pendidikan namun masih jauh dari harapan prinsip awal uji coba 

MBS di SD yang menetapkan tiga komponen program implementasi MBS, 

yaitu:  

1) Perbaikan manajemen Madrasah,  

2) Perbaikan proses pembelajaran dengan pendekatan pakem, dan 
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3) Peningkatan peran serta masyarakat. Hal ini disebabkan karena 

munculnya model mbs di indonesia tidak berasal dari inisiatif.
45

 

Pada era sentralisasi peran masyarakat dalam bidang pendidikan 

lebih banyak berperan sebagai pendukung dan pemberi dana material untuk 

menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan di Madrasah. Pada era 

desentralisai pendidikan yang disebut otonomi Madrasah dengan konsep 

manajemen berbasis Madrasah (MBS) peran serta masyarakat menjadi 

penting untuk meningkatkan mutu pendidikan. 

Penyelenggaran pendidikan memerlukan dukungan dan masyarakat 

yang merupakan stakeholder pendidikan, mengingat masyarakat itu sangat 

kompleks dan jumlahnya sangat tak terbatas sehingga Madrasah 

mengalami kesulitan untuk berinteraksi. Konsep masyarakat perlu 

disederhanakan agar Madrasah menjadi lebih mudah untuk berinteraksi 

dengan masyarakat yaitu dengan cara melakukan system perwakilan 

dengan membentuk suatu wadah/organisasi komiteMadrasah di tingkat 

suatu pendidikan. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 

044/U/2002 perlu dibentuknya komite Madrasah pada setiap satuan 

pendidikan adalah untuk menjembatani kepentingan Madrasah dan 

masyarakat serta menampung maupun menyalurkan aspirasi dan prakarsa 

masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam meningkatkan mutu 

pendidikan. 

Komite Madrasah adalah badan atau lembaga non-profit dan non 

politis yang dibentuk berdasarkan musyawarah secara demokratis oleh 
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stakeholder pada jenjang satuan pendidikan, sebagai refresentatif dari 

berbagai unsure harus benar-benar mewakili masyarakat dari keberagaman 

dan bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil 

pendidikan. Oleh karena itu, lahirnya komite madrasah atau dewan 

madrasah sebenarnya tidak terlalu asing atau hal yang sama sekali baru 

bagi madrasah. Hanya mungkin yang baru adalah peluasan peranan 

lembaga tersebut serta perluasaan anggotanya. Komite/Dewan madrasah 

dilihat dari pengertiannya dapat dilihat sebagaimana diatur oleh Peraturan 

Pemerintah sebagai berikut:
46

 

1) Komite madrasah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta 

masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi 

pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan 

Madrasah maupun jalur pendidikan luar madrasah. 

2) Nama badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing 

satuan pendidikan/madrasah, seperti Komite madrasah, Komite 

Pendidikan, Komite Pendidikan Luar Madrasah, Dewan Madrasah, 

Majelis Madrasah, Majelis Madrasah,  Komite Tk; atau nama lain yang 

telah disepakati. Kesepakatan ini hendaknya lahir dari hasil musyawarah 

anggota pada saat penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah 

tangga yang melibatkan semua anggota. Kesepakatan nama sangat 

penting karena nama tersebut dapat membawa citra yang baik atau tidak 

baik bagi Madrasah. 
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3) BP3, Komite Madrasah dan/atau majelis Madrasah yang sudah ada 

dapat memperluas fungsi, peran, dan keanggotaan sesuai dengan acuan 

ini. Perluasaan fungsi peran hendaknya dibicarakan agar fungsi dan 

peran komite Madrasah ini tidak tumpang tindih dengan peran 

Madrasah atau dapat mengacaukan mana fungsi dan peran yang harus 

dilakukan Madrasah mana yang menjadi fungsi dan peran komite. 

Komite Madrasah dibentuk berdasarkan atas kesepakatan bersama yang 

tumbuh dari akar budaya, sosio demografis dan nilai-nilai masyarakat 

setempat, oleh karena itu komite Madrasah adalah badan yang bersifat 

otonom dan mandiri yang menganut kebersamaan yang menuju 

peningkatan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan peserta didik yang 

diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
47

 Keberadaan 

komite Madrasah ini adalah untuk mewadahi peran serta masyarakat 

dalam upaya peningkaatan mutu, pemerataan, efisiensi dan efektivitas 

pengelolaan pendidikan pada jenjang satuan pendidikan.Dari pengertian 

dan nama badan seperti disebutkan di atas, Nampak bahwa badan ini 

hanya merupakan perluasan dari BP3 yang sudah ada sejak lama di 

masing-masing madrasah. Karena cikal bakalnya sudah ada, maka bagi 

kepala Madrasah bukan hal yang sulit untuk bekerjasama dengan komite 

ini. 
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3. Manajemen Partisipasi Komite Madrasah Dalam Penyelenggaraan 

Pendidikan. 

  Pengelolaan Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan 

dilaksanakan dengan mengoptimalkan empat peran komite sekolah, yakni: 

Komite Sekolah bertindak sebagai pemberi pertimbangan (advisory agency) 

dalam penentuan dan pelaksanaa kebijakan pendidikan di satuan pendidikan; 

Pendukung (supporting agency) baik yang berwujud finansial, pemikiran 

maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; 

Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas 

penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan; dan Mediator 

(mediator agency) antara pemerintah dengan masyarakat di satuan pendidikan 

atau mediator antara masyarakat dengan satuan pendidikan. Pengelolaan 

Komite Sekolah merupakan suatu cara untuk mengatur sebuah organisasi, 

mulai dari perencanaan program kerja, pelaksanaan program kerja, dan 

pengawasan/pengontrol program kerja, dengan memanfaatkan sumber daya 

yang ada dalam rangka memaksimalkan peran dan fungsi Komite Sekolah 

agar tujuan dibentuknya Komite Sekolah dapat tercapai secara efektif dan 

efisien. 

a. Perencanaan Partisipasi Komite Madrasah 

Dalam perencanaan partisipasi Komite Madrasah adalah 

mendukung peningkatan mutu pelayanan Pendidikan Madrasah. 

Perencanaan partisipasi Komite Madrasah meliputi: 

1) Pemberian pertimbangan dalam: 

a) Perencanaan penyusunan kebijakan dan program Madrasah, 

Untuk dapat melaksanakan peran dan fungsinya, Komite 

Sekolah harus menyusun program kerja atau sebuah 
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perencanaan program atau dalam hal ini Komite Sekolah 

membutuhkan pengelolaan yang baik agar dapat 

mewujudkan tujuan-tujuan yang telah direncanakan 

sebelumnya. Pengelolaan Komite Sekolah merupakan suatu 

cara untuk mengatur sebuah program, mulai dari 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi, 

dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam rangka 

memaksimalkan peran dan fungsi Komite Sekolah agar 

tujuan dibentuknya Komite Sekolah dapat tercapai secara 

efektif dan efisien. 

b) Perencanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran 

Madrasah, 

c) Perencanaan penetapan kriteria kinerja Madrasah, dan 

d) Perencanaan pengembangan sarana dan prasarana 

pendidikan di Madrasah.
48

 

 

b. Pelaksanaan Partisipasi Komite Madrasah  

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pelaksanaan 

adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dsb). 

Pelaksanaan adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang 

sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya 

dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.Secara sederhana 

pelaksanaan bisa diartikan penerapan. 

 Keberhasilan dalam pelaksanaan pendidikan dipengaruhi oleh 

profesionalitas atau kompetensi guru yang menyampaikan materi. Agar 

pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan dengan optimal, maka metode 

pembelajaran harus dipilih dan dikembangkan sehingga dapat 

meningkatkan aktivitas dan kreativitas peserta didik.  Maka dari itu untuk 

meningkatkan profesionalitas atau kompetensi guru harus diimbangi 

dengan tingkat kesejahteraan guru.
49
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 Makna ipartisipasi iyang iberlaku isecara iuniversal iadalah 

ikerjasama iyang ierat iantara iperencanaan idan irakyat idalam 

imerencanakan, imelaksanakan, imelestarikan idan imengembangkan 

isuatu iprogram ipembangunan. iKontribusi ikomite iMadrasah iterhadap 

iMadrasah iyang imenyangkut ikelembagaan idapat idilakukan idengan 

imengadakan ipertemuan iterjadwal iuntuk imenampung idan imembahas 

iberbagai ikebutuhan, imasalah, iaspirasi, iserta iide-ide iyang 

idisampaikan ioleh ianggota ikomite iMadrasah, imemikirkan iupaya-upaya 

iyang imungkinidilakukan iuntuk imemajukan iMadrasah, iterutama iyang 

imenyangkut ikelengkapan ifasilitas iMadrasah, ifasilitas ipendidikan, 

ipengadaan ibiaya ipendidikan idan imembahas ilaporan itahunan 

iMadrasah isehingga imemperoleh igambaran iyang itepat iatas 

ipenerimaan ikomite iMadrasah.
50

 

 Pelaksanaan adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana 

yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya 

dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana 

pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Dalam hal pelaksanaan komite 

Madrasah telah menerima masukan terkait bimbingan exstra kurikuler 

mengaji dimana hal ini didukung penuh oleh wali murid dikarnakan 

perlunya bimbingan exkstra mengaji tersebut bagi siswa/siswi di 

Madrasah.
51

 

 Komite iMadrasah idiharapkan isebagai iacuan ipelaksanaan ibagi 

isemua ielemen imasyarakat iyang iakan imembentuk iDewan iPendidikan 
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idan iKomite iMadrasah. iPembentukan iKomite iMadrasah idiharapkan 

idapat imemacu iusaha ipemberdayaan imasyarakat iuntuk imeningkatkan 

imutu ipendidikan, iselaras idengan ikonsepsi ipartisipasi iberbasis 

imasyarakat idan imanajemen iberbasis iMadrasah iyang ikini itelah 

idilaksanakan idi iIndonesia. iKomite iMadrasah idibentuk iuntuk 

imewadahi idan imeningkatkan iperan idalam ipendidikan. iKeberadaan 

imereka ibukan ihanya isebagai ipelengkap iorganisasi, itetapi isebagai 

ipenyeimbang idalam ipengambilan ikeputusan imadrasah. iDalam 

imenentukan ikebijakan,imadrasah itidak ibisa iberdiri isendiri iterutama 

idalam imembuat ianggaran ipendidikan, itetapi iharus ibekerjasama 

idengan ikomite imadrasah.
52

 

 Dalam pelaksanaannya,  komite harus berpartisipasi dalam hal: 

“pertama, pelaksanaan pemberian dukungan financial dan pemikiran. 

kedua,  melaksanakan pengembangan kerjasama  Madrasah.
53

 

 Keberhasilan dalam pelaksanaan pendidikan dipengaruhi oleh 

profesionalitas atau kompetensi guru yang menyampaikan materi. Agar 

pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan dengan optimal, maka metode 

pembelajaran harus dipilih dan dikembangkan sehingga dapat 

meningkatkan aktivitas dan kreativitas peserta didik.
54

 

 Peran komite Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan 

memang perlu mendapat dukungan dari seluruh komponen pendidikan, 

baik guru, kepala Madrasah, siswa, orang tua/wali murid, masyarakat, dan 
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institusi pendidikan. Oleh karena itu, perlu kerja sama dan koordinasi yang 

erat di antara komponen pendidikan tersebut sehingga upaya peningkatan 

mutu pendidikan yang dilaksanakan dapat efektif dan efisien.
55

 

c. Pengawasan partisipasi Komite Madrasah 

 Pengawasan (controlling) terhadap penyelenggaraan madrasah 

merupakan tugas dan peran yang mendasar bagi lembaga mitra madrasah 

seperti komite madrasah. Komite madrasah seyogyanya melakukan 

pengawasan terhadap aktivitas pembelajaran di madrasah untuk 

meningkatkan mutu dan hasil belajar siswa. Pengawasan adalah fungsi 

pengelolaan yang berhubungan dengan usaha pemantauan kinerja agar 

kinerja tersebut terarah dan tidak melenceng dari aturan yang sudah 

ditetapkan dan pemantauan berfungsi sebagai media agar kinerja tersebut 

terarah dan tersampaikan dengan tepat.
56

 

 Pengawasan yang harus dilakukan komite madrasah menurut 

Permenag No. 16 Tahun 2020 yaitu: “Pertama, pengawasan terhadap 

penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Kedua, Pengawasan 

terhadap penerimaan dan tindak lanjut keluhan, saran, kritik, dan aspirasi 

dari peserta didik, orang tua/wali, dan masyarakat.
57

 

B. Penelitian Terdahulu 

Guna memperoleh gambaran yang pasti tentang posisi penelitian ini, 

terdapat beberapa penelitian-penelitian lain yang dijadikan sebagai bahan 

perbandingan dan acuan untuk kajian pustaka penelitian yang relevan dengan 
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judul “Strategi Komite Madrasah Dalam Membantu Meningkatkan Mutu 

Pendidikan di SMK Al Khozini Ganjaran Gondanglegi Malang.” Berkenaan 

dengan hal tersebut, ada beberapa hasil studi terdahulu yang dapat diasumsikan 

memiliki relevansi dengan penelitian ini, di antaranya, yaitu: 

Penelitian Jasmani, yang dilakukan pada tahun 2014 dengan judul 

“Kepemimpinan Kepala Madrasah Dalam Memberdayakan Komite Madrasah di 

MIN Pahandut dan MIN Langkai Palangka Raya.” Penelitian ini bertujuan 

mendeskripsikan dan menganalisis peran komite madrasah, model kepemimpinan 

kepala madrasah dalam memberdayakan peran komite madrasah dan hasil 

pemberdayaan peran komite madrasah pada MIN Pahandut dan MIN Langkai 

Palangka Raya Pendekatan yang digunakan adalah  pendekatan  kualitatif.  Jenis  

penelitiannya  studi  kasus  dengan rancangan  multi  situs.  Data  dikumpulkan  

dengan  teknik  wawancara, observasi dan dokumentasi.  

Peneliti menghasilkan sebuah temuan yaitu bahwa komite madrasah telah 

menjalankan perannya sebagai advisory agency, supporting agency dan mediator 

agency karena diberdayakan kepala madrasah, sisi lain memang komite Madrasah 

belum menjalankan perannya sebagai controlling agency. Sedangkan model 

kepemimpinan dalam memberdayakan komite Madrasah mengarah kepada model 

kepemimpinan transformasional yang diisyaratkan Gary Yukl, James Mc Gregor 

Burns dan Bernad Bass.Sementara hasil yang dari pemberdayaan komite 

Madrasah adalah beralih status yang awalnya madrasah regular, berubah menjadi 

madrasah model, dan madrasah model, berubah menjadi madrasah unggulan.
58
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Tesis ini ada kesamaan dengan disertasi yang telah di teliti oleh Jasmani 

yaitu sama-sama membahas mengenai keberadaan komite Madrasah di lembaga 

pendidikan, sedangkan perbedaannya yaitu fokus pada penelitian Jasmani lebih 

kepada model kepemimpinan kepala Madrasah dalam memberdayakan komite 

Madrasah, peran komite Madrasah dan hasil dari peran komite Madrasah tersebut. 

Sedangkan pada tesis ini lebih spesifik kepada partisipasi komite Madrasah dalam 

penyelenggaraan pendidikan, serta dalam tesis ini juga membahas 

perencanaan.pelaksanaan serta pengawasan komite madrasah. 

Penelitian Nonik Ike Femiasih dan Muhammad Sholeh yang dilakukan 

pada tahun 2014 dengan judul “Peran Komite MadrasahDalam Membangun     

Kewirausahaan.”Tujuan     penelitian     ini adalah untuk mendeskripsikan peran 

komite Madrasah sebagai unit kewirausahaan di SMK Sunan Drajat Paciran 

Lamongan. Mendeskripsikan peran komite Madrasah di SMK Sunan Drajat 

Paciran Lamongan.Mendeskripsikan usaha-usaha komite Madrasah di SMK 

Sunan Drajat Paciran Lamongan. Adapun penelitian ini, peneliti menggunakan 

metode penelitian kualitatif dan menggunakan rancangan studi kasus.Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara 

semiterstruktur, observasi partisipan, dan studi dokumentasi.Teknik untuk 

keabsahan data menggunakan triangulasi data. 

Peneliti menghasilkan sebuah temuan yaitu temuan pertama, komite 

Madrasah sebagai unit kewirausahaan sehingga tumbuh jiwa kewirausahaan pada 

kepala Madrasah, tenaga pendidik dan orang tua siswa.Kedua, kinerja komite 

Madrasah belum maksimal dalam kinerja. Ketiga, usaha-usaha komite Madrasah 

dalam membangun kewirausahaan melibatkan kepala Madrasah, tenaga pendidik, 
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orang tua siswa, dan masyarakat agar mengetahui potensi mereka, mendirikan 

paguyuban walimurid, menambah unit usaha, mengadakan kerja sama dengan 

pihak swasta seperti Maubel Alam jaya Tuban.
59

 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Nonik Ike Femiasih dan 

Muhammad Sholeh dengan penilitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini adalah 

sama-sama meneliti tentang keberadaan komite Madrasah di lembaga pendidikan.  

Sedangkan perbedaannya dengan tesis yang akan diteliti oleh peneliti adalah 

terletak pada kinerja komite Madrasah, dimana peneliti akan melakukan 

penelitian tentang partisipasi komite Madrasah dalam penyelenggaraan 

pendidikan, serta dalam tesis ini juga membahas perencanaan .pelaksanaan serta 

pengawasan komite madrasah. Bukan peran komite Madrasah dalam membangun 

kewirausahaan.Jurnal yang ditulis oleh Nonik Ike Femiasih dan Muhammad 

Sholeh bertujuan untuk peran komite Madrasah sebagai unit kewirausahaan dan 

usaha-usaha yang dilakukan oleh komite Madrasah dalam membangun 

kewirausahaan. 

Penelitian Said Wachin, yang dilakukan pada tahun 2007 dengan judul 

“Kontribusi Komite Madrasah Terhadap Proses Manajemen Sarana Dan 

Prasarana Madrasah di Madrasah Dasar Islam Al-Munawarah Pamekasan.” 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kontribusi komite Madrasah 

terhadap proses manajemen sarana prasarana Madrasah yang meliputi pengadaan, 

inventarisasi, pendistribusian, pemeliharaan, penghapusan dan pengamanan 

sarana prasarana Madrasah, dan alasan dilakukan proses manajemen sarana dan 
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prasarana. Adapun metode penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif dan 

teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi partisipan, wawancara 

mendalam, dan studi dokumentasi. 

Peneliti menghasilkan sebuah temuan yaitu bahwa komite Madrasah 

berkontribusi: pertama, pengadaan yang meliputi; buku-buku perpustakaan, 

pembangunan gedung laboratorium, melengkapi mebel air, menyediakan 

peralatan elektronik (multi media), menyediakan sarana prasarana olahraga dan 

taman, pembangunan masjid, dan pembangunan ruang kelas. Kedua inventarisasi 

yang meliputi; inventarisasi buku-buku pelajaran, perpustakaan, perabot alat 

Madrasah. Ketiga pendistribusian, yang meliputi buku paket dan pelajaran, alat-

alat kantor. Keempat pemeliharaan yang meliputi renovasi gedung yang rusak, 

pengecetan Madrasah.Kelima penghapusan yang meliputi gedung kelas, bangku 

dan meja siswa.Keenam pengamanan yang meliputi gedung Madrasah dan 

laboratorium.
60

 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Said Wachin dengan penilitian 

yang akan dilakukan oleh peneliti ini adalah sama-sama meneliti tentang 

keberadaan komite Madrasah di lembaga pendidikan. Sedangkan perbedaannya 

dengan tesis yang akan diteliti oleh peneliti adalah terletak pada kinerja komite 

Madrasah, Said Wachin meneliti kontribusi komite Madrasah terhadap proses 

manajemen sarana dan prasarana yang meliputi pengadaan, inventarisasi, 

pendistribusian, pemeliharaan, penghapusan, dan pemeliharaan sarana dan 

prasarana. Adapun tesis pada tesis ini lebih spesifik kepada partisipasi komite 
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MadrasahMadrasah dalam penyelenggaraan pendidikan, serta dalam tesis ini juga 

membahas perencanaan.pelaksanaan serta pengawasan komite skeolah. 

Penelitian Ari Khozin Effendi, yang dilakukan pada tahun 2015 dengan 

judul “Peran Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah 

Dasar studi pada SD Muhammadiyah Al-Mujahidin Wonosari Gunung kidul 

Periode Tahun 2007-2014).” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

dan mendeskripsikan peran kepala Madrasah dalam mengelola pendidikan 

Madrasah dasar di SD Muhammadiyah Al-Mujahidin Wonosari Gunungkidul dan 

untuk mengetahui factor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam 

peningkatan mutu pendidikan Madrasah dasar di Muhammadiyah Al-Mujahidin 

Wonosari Gunungkidul.Adapun pendekatan penelitian yang digunakan yaitu 

deskriptif kualitatif, dan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, 

wawancara,  dokumentasi, dan triangulasi. Sedangkan analisis data menggunakan 

model analisis Miles & Huberman adalah verification dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan 1) peran yang dilakukan kepala Madrasah 

dalam meningkatkan mutu pendidikan meliputi pembenahan input, proses dan 

output serta mengoptimalkan segala sumber daya yang ada secara 

berkesinambungan, 2) kepala SD Muhammadiyah Al-Mujahidin Wonosari 

Gunungkidul melakukan tiga peran penting yakni: sebagai leader, sebagai 

manajer, dan sebagai innovator dalam menjalankan pengelolaanya untuk 

meningkatkan mutu pendidikan, 3) peningkatan mutu yang dilakukan kepala SD 

Muhammadiyah Al-Mujahidin Wonosari Gunungkidul antara lain: a) peningkatan 

profesionalisme guru, b) pelayanan proses pembelajaran, c) pembenahan saran 

dan prasarana, d) pembenahan manajemen, e) penarapan budaya mutu. Faktor 
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pendukung 1) sarana pendidikan, 2) profesionalisme guru, 3) hubungan Madrasah 

dan masyarakat yang harmonis. Sedangkan faktor penghambat1)lokasi    

Madrasah    yang   kurang   strategis  2)  kurangnya pemanfaatan internet, 3) 

kurangnya pemanfaatan alat peraga.
61

 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ari Khozin Effendi dengan 

penilitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini adalah sama-sama meneliti 

tentang keberadaan peningkatan mutu pendidikan. Sedangkan perbedaannya 

dengan tesis yang akan diteliti oleh peneliti pada tesis ini lebih spesifik kepada 

partisipasi komite MadrasahMadrasah dalam penyelenggaraan pendidikan, serta 

dalam tesis ini juga membahas perencanaan,pelaksanaan serta pengawasan 

komite madrasah .Ari Khozin Effendi meneliti tentang peran kepala Madrasah 

dalam meningkatkan mutu pendidikan dan faktor pendukung dan penghambat 

dalam meningkatkan mutu pendidikan .Adapun tesis ini meneliti strategi komite 

Madrasah dalam membantu meningkatkan mutupendidikan. 

Mengetahui peran komite Madrasah dalam pengadaan sarana dan 

prasarana, mengetahui faktor pendukung dan apa solusi yang diberikan komite 

Madrasah dalam menghadapi hambatan dalam pengadaan sarana dan prasarana. 

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, observasi 

partisipan, dan studi dokumentasi. 

Penelitian ini menghasilkan sebuah temuan yaitu (1) pengadaan sarana 

prasarana di SD Negeri IV Pucang selalu melalui rapat dengan elemen Madrasah, 
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(2) pentingnya komite Madrasah dalam pengadaan sarana dan prasarana, (3) 

47able47 pendukung sarana dan prasarana dari wali siswa mempermudah komite 

Madrasah dalam memenuhi kebutuhan Madrasah, (4) 47able47 penghambat 

ketika dari berbagai pihak ada tentangan maka komite Madrasah berperan untuk 

menjelaskan kepada wali murid atau elemen Madrasah, dan (5) solusi komite 

Madrasah dalam menghadapi hambatan pengadaan sarana danprasarana.
62

 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Selvi Mayaranidan Desi 

Nurhikmahyanti dengan penilitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini adalah 

sama-sama meneliti tentang keberadaan komite Madrasah di lembaga pendidikan. 

Sedangkan perbedaan yang sangat siginifikan dengan penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Selvi 

Mayarani dan Desi Nurhikmah yanti lebihterhadapperan komite Madrasah dalam 

pengadaan sarana dan prasarana, mulai dari upaya komite Madrasah, 47able47 

pendukung dan solusi komite Madrasah dalam pengadaan sarana dan prasarana. 

Adapun penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti pada tesis ini lebih spesifik 

kepada partisipasi komite Madrasah dalam penyelenggaraan pendidikan, serta 

dalam tesis ini juga membahas perencanaan pelaksanaan serta pengawasan 

komite madrasah. 

Dengan demikian, penelitian-penelitian di atas memiliki persamaan dan 

perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, khusunya tentang 

strategi komite Madrasah dalam membantu meningkatkan mutu pendidikan. 

Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang komite Madrasah sebagai 
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badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka 

meningkatkan mutu, pemerataan, pengadaan sarana dan prasara, penyelenggaraan 

pendidikan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Sedangkan perbedaan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian-penelitian yang 

dilakukan sebelumnya masih berputar pada pemberdayaan komite Madrasah oleh 

kepala Madrasah, kontribusi komite Madrasah dalam pengadaan sarana prasarana, 

peran komite Madrasah dalam penyelenggaraan pendidikan dan peran komite 

Madrasah dalam membangun kewirausahaan dalam lembaga pendidikan. 

Agar lebih mudah untuk memahami perbedaan penelitian yang akan 

diteliti dengan penelitian sebelumnya dan terjaga orisinalitasnya serta terhindar 

dari penduplikasian, maka untuk lebih jelasnya dapat divisualisasikan melalui 

48able berikut: 

Tabel 2.1 

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Penulis 

No Peneliti/Tahu
n 

Persamaa
n 

Perbedaan Temuan 
Penelitian 

1 2 3 4 5 

1. Jasmani, 

Kepemimpina

n Kepala 

Madrasahn 

dalam 

memberdayak

an Komite 

Madrasah. 

(2014) 

Sama-sama 

meneliti 

keberadaan 

komite 

Madrasahdi 

lembaga 

pendidikan, 

madrasah 

maupun 

Madrasah. 

Fokus pada 

penelitian 

Jasmani lebih 

kepada model 

kepemimpinan 

kepala 

Madrasah 

dalam 

memberdayaka

n komite 

Madrasah, 

peran komite 

Madrasahdan 

hasil dari peran 

komite 

Madrasah 

tersebut.Sedan

gkan dalam 

tesis ini fokus 

Komite madrasah 

telah menjalankan 

perannya      

sebagaiadvisory 

agency, 

supporting 

agency, dan 

mediator agency 

karena 

diberdayakan 

kepala madrasah. 

Dari 

pemberdayaan 

komite 

Madrasahadalah 

beralih status 

yang awalnya 

madrasah regular, 

berubah menjadi 
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penelitiannya 

pada partisipas 

komite 

Madrasah 

dalam 

penyelenggara

an pendidikan 

madrasah model, 

dan madrasah 

model, 

berubah menjadi 

madrasah 

unggulan 

2. 
 

Nonik Ike 

Femiasih dan 

Muhammad 

Shole, Peran 

Komite 

MadrasahDala

m 

Membangun 

Kewirausahaa

n. (2014) 

Sama-sama 

meneliti 

keberadaan 

komite 

Madrasahdi 

lembaga 

pendidikan, 

madrasah 

maupun 

Madrasah. 

Fokus 

penelitian pada 

partisipasi 

komite 

Madrasah, 

dimana 

peneliti akan 

melakukan 

penelitian 

tentang 

partisipasi 

komite 

Madrasah 

dalam 

penyelenggara

an pendidikan. 

Bukan peran 

komite 

Madrasah 

dalam 

membangun 

Kewirausahaan 

seperti 

jurnalyang 

ditulisoleh 

Nonik 

IkeFemiasih 

dan 

Muhammad 

Sholeh 

yangbertujuan

untuk peran 

komite 

Madrasahseba

gai 

unitkewirausah

aandan usaha-

usaha yang 

dilakukan 

olehkomite 

Pertama, komite 

Madrasah sebagai 

unit 

kewirausahaan 

sehingga tumbuh 

jiwakewirausahaa

n pada kepala 

Madrasah, tenaga 

pendidik dan 

orang tua siswa. 

Kedua, kinerja 

komite Madrasah 

belum maksimal 

dalam kinerja. 

Ketiga, usaha-

usaha komite

 Madrasahda

lam membangun 

kewirausahaan 

melibatkan kepala 

Madrasah, tenaga 

pendidik,   orang 

tuasiswa, dan 

masyarakat 

masyarakat agar 

mengetahui 

potensimereka, 

mendirikan 

Paguyuban 

walimurid,menam

bahunit 

usaha,mengadaka

n kerjasama 

dengan pihak 

swasta seperti 

MaubelAlam 

jayaTuban 
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Madrasahdala

mmembangun 

kewirausahaan

. 

3. Said Wachin, 

Kontribusi 

Komite 

Madrasahterh

adap proses 

manajemen 

sarana dan 

prasarana 

Madrasah 

(2007) 

Sama-sama 

meneliti 

keberadaan 

komite 

Madrasahdi 

lembaga 

pendidikan, 

madrasah 

maupun 

Madrasah 

SaidWachin 

meneliti 

kontribusi 

komite 

Madrasah 

terhadap 

proses 

manajemen 

saranadan 

prasarana yang 

meliputi 

pengadaan, 

inventarisasi, 

pendistribusia

n, 

pemeliharaan, 

penghapusan, 

dan 

pemeliharaan 

sarana dan 

prasarana. 

Adapun tesis 

ini meneliti 

partisipasi 

komite 

Madrasahdala

m 

penyelenggara

an 

Pendidikan 

Kontribusi komite 

Madrasah sebagai 

(a) pengadaan, 

(b)inventarisasi, 

(c) 

pendistribusian, 

(d) pemeliharaan, 

(e) penghapusan, 

dan (f) 

pengamanan. 

4. Ari Khozin 

Effendi, Peran 

Kepala 

MadrasahDala

m 

Meningkatka

n Mutu 

Pendidikan 

MadrasahDas

ar studi pada 

SD 

Muhammadiy

ah Al-

Sama-sama 

meneliti 

peningkatan 

mutu 

pendidikan, 

madrasah 

maupun 

Madrasah. 

Ari Khozin 

Effendi 

meneliti 

tentang peran 

kepala 

Madrasah 

dalam 

meningkatkan 

mutu 

pendidikan, 

faktor 

pendukung dan 

penghambat 

1) pembenahan 

input, proses 

dan output 

2) kepalasekola 

melakukan tiga 

peranpenting 

yakni:

 sebagai 

leader, 

sebagaimanajer, 

dan 

sebagaiinnovato

r. 
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Mujahidin 

Wonosari 

Gunungkidul 

Periode 

Tahun 2007-

2014) 

(2015) 

dalam 

meningkatkan 

mutu 

pendidikan 

Adapun tesis 

ini meneliti 

partisipasikom

ite Madrasah 

dalam 

membantu 

meningkatkan 

mutu 

pendidikan. 

 

Bukan peran 

kepala 

Madrasahdala

m 

meningkatkan 

mutu 

pendidikan. 

3) peningkatanmut

u, mutu guru, 

mutu pelayanan, 

dan mutu 

pembenahan 

sarana dan 

prasarana. 

5 Selvi 

Mayarani dan 

Desi 

Nurhikmahya

nti,Peran 

Komite 

Madrasah 

Dalam 

Pengadaan 

Sarana Dan 

Prasarana di 

SD Negeri 

Pucang IV 

Sidoarjo. 

(2014) 

Sama-

samameneli

tikeberadaa

n komite 

Madrasahdil

embaga 

pendidikan,

madrasah 

maupun 

Madrasah 

Fokus 

penelitian 

yang 

dilakukan oleh 

Selvi 

Mayarani 

09010714002 

dan Desi 

Nurhikmahyan 

tin 

lebihterhadap 

peran komite 

Madrasahdala

m pengadaan 

sarana dan 

prasarana, 

mulai dari 

upaya komite 

Madrasah, 

faktor 

pendukung dan 

solusi komite 

Madrasahdala

m pengadaan 

saranadan 

prasarana.Ada

Peneliti 

menghasilkan 

sebuah temuan 

bahwa komite 

Madrasahmelakuk

an pengadaan     

saranaprasarana, 

faktor pendukung   

sarana dan 

prasarana, dan 

faktor 

penghambat dari 

pihak wali murid 

maka komite 

Madrasahberpera

n untuk 

memberikan 

pemahaman, dan 

salusi 

komiteMadrasah

 dala

m menghadapi 

hambatan 

pengadaan sarana 

danprasarana 
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C. Kerangka Pikir 

Penelitian ini diawali dengan sebuah gagasan bahwa untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran di Madrasah terdapat peran komite Madrasah dalam 

penyelenggaraan pendidikan, baik berfungsi sebagai mitra, maupun sebagai 

bagian dari madrasah yang turut serta dalam membangun kemajuan Madrasah. 

Oleh karena itu komite Madrasah harus mampu melaksanakan tugas dan 

fungsinya dengan melaksanakan tugas dan fungsi sebaik mungkin sehingga 

pembelajaran yang ada pada sebuah Madrasah menjadi berkualitas, sebagaimana 

kerangka berpikir sebagai berikut yang lebih detail menggambarkan partisipasi 

komite madrasah, mulai dari perencanaan yang tentunya akan disusun oleh pihak 

komite bersama dengan pihak Madrasah, pelaksanaan yaitu merupakan sebuah 

implementasi dari apa yang sudah disepakati bersama dan yang terakhir 

pengawasan yaitu untuk mengontrol apakah antara perencanaan dan pelaksanaan 

sudah berjalan dengan baik dan benar.  

pun penelitian 

yang akan 

dilakukan oleh 

peneliti lebih 

kepada strategi 

komite 

MadrasahMad

rasahdalam 

membantu 

meningkataka

n mutu 

pendidikan, 

mulai dari 

perencanaanny

a, 

pelaksanaanny

a sampai pada 

evaluasinya. 
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Untuk memperjelas uraian di atas, disajikan melalui bagan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Bagan 2.1 Kerangka Fikir 
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PARTISIPASI 

PERENCANAAN PELAKSANAAN PENGAWASAN 

Pemberian pertimbangan: 

a. Perencanaan penyusunanan 

kebijakan dan program 

b. Perencanaan penyusunanan 

rencana kerja dan anggaran 

c. Perencanaan penetapan 

kriteria kinerja 

d. Perencanaan pengembangan 

sarana prasarana  

 

1. Pelaksanaan pemberikan dukungan 

financial dan pemikiran 

2. Pelaksanaan pengembangan kerjasama 

Madrasah 

1. Pengawasan terhadap 

penyelenggaraan dan 

pengelolaan 

2. Pengawasan dalam 

menerima keluhan, saran, 

kritik dan aspirasi 
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Dari bagan diatas dapat penulis jelaskan bagaimana Manajemen 

Partisipasi Komite Madrasah dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Madrasah 

Ibtidaiyah Kurnia Hasan Sampit yang meliputi perencaaan, pelaksanaan sampai 

pengawasan sehingga menjadi penghubung antara Madrasah dan masyarakat dan 

tentunya ini sesuai dengan Ketentuan dalam Permenag 16 tahun 2020 tentang 

Komite Madrasah tugas Komite Madrasah adalah mendukung peningkatan mutu 

pelayanan Pendidikan Madrasah. Untuk itu Komite Madrasah melakukan 

fungsinya sebagai berikut: 

1. Perencanaan partisipasi Komite Madrasah meliputi: 

a. Pemberian pertimbangan dalam: 

1) Perencanaan penyusunan kebijakan dan program Madrasah; 

2) Perencanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran Madrasah; 

3) Perencanaan penetapan kriteria kinerja Madrasah; 

4) Perencanaan pengembangan sarana dan prasara pendidikan di 

Madrasah; 

2. Pelaksanaan partisipasi Komite Madrasah meliputi: 

a. Pelaksanaan pemberian dukungan finansial, pemikiran, dan/atau tenaga 

dalam penyelenggaraan pendidikan di Madrasah; 

b. Pelaksanaan pengembangan kerja sama Madrasah 

3. Pengawasan partisipasi Komite Madrasah meliputi: 

a. Pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan; dan 

b. Pengawasan dalam menerimaan dan tindak lanjut keluhan, saran, kritik, 

dan aspirasi dari peserta didik, orang tua/wali, dan masyarakat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis, Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif.
63

dengan 

analisis deskriptif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang 

bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian misalnya pelaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara 

holistik dan dengan cara desripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada 

suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatan berbagai 

metode ilmiah.
64

 Penelitian ini berupaya mendeskripsikan atau 

menggambarkan apa yang diteliti mengenai partisispasi komite madrasah 

dalam penyelenggaraan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan 

Sampit. Peneliti melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan 

dan mengumpulkan data. Peneliti harus mampu memahami fenomena tentang 

apa yang dialami subjek peneliti sehingga menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dan perilaku yang diamati. 

2. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan Sampit. 

Adapun pemilihan tempat penelitian ini dengan beberapa alasan, diantaranya: 
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Hamid Patilima, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2011, hlm. 2-3. 
64

Tohirin, Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan danBimbingan 

KonselingJakarta: PT Raja Grafindo Persada,2012, h. 3. 
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a. Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan Sampit merupakan Madrasah Swasta 

milik Yayasan yang berakreditasi “B”. Yang terletak di jalan Muchran Ali 

Baamang Tengah Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur. Peneliti 

mempunyai harapan yang mendalam mudah-mudahan tulisan ini bisa 

memberi sumbangsih  untuk perbaikan mutu pendidikan kearah yang lebih 

baik. 

b. Peneliti ingin mengetahui dan memahami Manajemen Partisipasi Komite 

Madrasah dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah 

Kurnia Hasan Sampit. 

c. Pertimbangan efisiensi waktu, tenaga dan finansial dengan harapan dapat 

memudahkan peneliti melakukan penelitian. 

Waktu dalam penelitian ini akan dilaksanakan selama 2 (dua) bulan. 

Dari bulan Maret sampai dengan bulan Mei. Namun jika data yang 

dikumpulkan telah maksimal maka penelitian bisa melanjutkan ketahap 

berikutnya. 

B. Prosedur Penelitian 

 Prosedur penelitian merupakan suatu proses tahapan atau langkah-langkah 

penelitian dari awal sampai akhir. Paling tidak terdapat beberapa tahapan dalam 

penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian kualitatif. Maksud dari 

prosedur ini adalah agar penelitian ini berjalan lancar dan teratur, sehingga 

hasilnya pun dapat dipertanggungjawabkan. Prosedur penelitian ini peneliti 

gunakan sebagaimana pendapat Moleong, terdiri dari tahap: pra lapangan, tahap 

pekerjaan lapangan dan tahap analisis data. Sebagaimana dijelaskan berikut:
65
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1. Pra-lapangan 

a. Observasi awal 

b. Menentukan rumusan masalah 

c. Menentukan subjek dan informan 

d. Menentukan teknik pengumpulan data 

2. Pekerjaan lapangan 

a. Melaksanakan penelitian di Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan Sampit, jalan 

Muhran Ali,  Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten 

Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dengan teknik 

pengumpulan data yaitu teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. 

b. Mengidentifikasi data yang telah diperoleh 

3. Analisis data 

  Tahap ini dilakukan mulai dari awal penelitian sampai selesai 

menyusun laporan penelitian sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah 

penelitian dilanjutkan dengan analisis secara mendalam, melakukan 

pengecekan dan pemeriksaan tentang keabsahan data dengan fenomena, 

wawancara maupun dokumentasi untuk membuktikan kebenaran data yang 

dikumpulkan oleh peneliti. 

C. Data dan Sumber Data 

Suharsimi Arikunto mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan 

sumber data pada penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.
66

 

Sumber data pada penelitian ini ada dua yaitu sumber data pekerjaan rumahimer 

dan sumber data sekunder. 
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 Suharsimi Arikunto, Pekerjaan rumahosedur Penelitian Suatu pendekatan Pekerjaan 

Rumahaktik, Jakarta:PT Rineka Cipta, 2006, hlm. 129. 
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1. Sumber data Primer 

Data primer adalah jenis data yang diperoleh dan digali darisumber 

utamanya.Data pekerjaan primer biasa juga disebut data mentah karena 

diperoleh berdasarkan hasil penelitian lapangan secara langsung yang masih 

memerlukan pengelohan lebih lanjut barulah data tersebut memiliki 

arti.
67

Sumber data primer penelititian ini berasal pada lapangan yang 

diperoleh melalui wawancara yang terstruktur dan sistematis terhadap subjek 

dan informan yang berkompoten serta memiliki pengetahuan tentang masalah 

dalam hal ini kepala madrasah, tokoh masyarakat dan orang tua/wali yang ada 

di Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan Sampit. 

2. Sumber data sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui dokumentasi atau 

melalui orang yang tidak terlibat langsung pada ruang lingkup yang 

diteliti.
68

Maksudnya adalah penelusuran berbagai referensi atau dokumen-

dokumen yang terkait dengan objek yang diteliti untuk menguatkan hasil 

temuan di lapangan. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan salah satu langkah yang 

palingstrategis pada penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk 

mendapatkan data. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

                                                 
Muhammad Teguh, Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi ( Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2005), hlm. 122. 

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, Cet. III; Bandung: Alfabeta, 

2008, hlm. 193. 
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1. Observasi 

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti 

untuk mengetahui dan memahami keadaan objek, situasi, konteks dan 

maknanya untuk mengumpulkan data penelitian.
69

Dengan demikian, 

observasi yang telah dilakukan oleh penulis adalah pengamatan secara 

langsung pada Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan Sampit mengenai 

bagaimana manajemen partisipasi komite madrasah dalam penyelenggaraan 

pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan Sampit. 

2. Wawancara 

Wawancara atau interview menurut Suharsimi Arikunto adalah sebuah 

dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh 

informasi dari terwawancara (interviewee).
70

 Wawancara merupakan teknik 

pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dilakukan secara 

sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Tanya jawab tersebut terdiri 

dari dua orang atau lebih secara fisik dan masing-masing pihak dapat 

menggunakan saluran-saluran komunikasi secara wajar dan lancar. Dikatakan 

sepihak karena dalam wawancara ini responden tidak diberi kesempatan sama 

sekali untuk mengajukan pertanyaan. Pertanyaan hanya diajukan oleh 

pewawancara (interviewer). 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang 

                                                 
Djam‟an Satori, dkk, Metodologi Penelitian Kuantitatif Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2009, 

hlm.105. 
70

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian…, hlm. 198 
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harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden 

yang lebih mendalam dan juga jumlah respondennya sedikit atau kecil.
71

 

Wawancara dapat didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang 

berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, 

yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atauungkapan kepada 

orang yang diteliti yang berputar disekitar pendapat dan keyakinannya.
72

 

Dalam penelitian ini, peneliti  menggunakan teknik 

wawancara mendalam yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti 

untuk mendapatkan informasi secara lisan melalui tanya jawab, yang 

berhadapan langsung dengan sejumlah subjek dan informan yang dapat 

memberikan keterangan-keterangan yang berkaitan permasalahan penelitian. 

Sebelum melakukan wawancara, peneliti melakukan beberapa langkah-

langkah agar wawancara berjalan lancar, yaitu: 

a. Menentukan materi wawancara 

b. Meminta ijin dengan subjek penelitian dan membuat kesepakatan untuk 

menentukan waktu, tempat dan alat yang digunakan dalam wawancara. 

c. Menyusun materi wawancara yang nantinya sebagai panduan agar fokus 

pada informasi yang dibutuhkan. 

 Wawancara ini digunakan untuk menanyakan informasi tentang 

manajemen manajemen partisipasi komite madrasah dalam penyelenggaraan 

pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan Sampit Terhadap Ketua 

komite,Kepala Madrasah, guru, Orang Tua/wali murid   Madrasah Ibtidaiyah 

Kurnia Hasan Sampit, penulis menanyakan hal-hal Perencanaan partisipasi 
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 Sugiyono, Memahami Penelitian…, hlm. 137. 
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Komite Madrasah meliputi: 

a. Pemberian pertimbangan dalam: 

1) Perencanaan penyusunan kebijakan dan program Madrasah; 

2) Perencanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran Madrasah; 

3) Perencanaan penetapan kriteria kinerja Madrasah; 

4) Perencanaan pengembangan sarana dan prasara pendidikan di 

Madrasah; 

b. Pelaksanaan partisipasi Komite Madrasah meliputi: 

1) Pelaksanaan pemberian dukungan finansial, pemikiran, dan/atau tenaga 

dalam penyelenggaraan pendidikan di Madrasah; 

2) Pelaksanaan pengembangan kerja sama Madrasah 

c. Pengawasan partisipasi Komite Madrasah meliputi: 

1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan; 

2) Pengawasan dalam menerimaan dan tindak lanjut keluhan, saran, 

kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orang tua/wali, dan masyarakat. 

c. Dokumentasi 

 Dokumentasi yaitu suatu metode untuk memperoleh informasi 

mengenai benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen 

peraturan, catatan harian, dan sebagainya. Dokumen dapat berupa 

tulisan,gambar, atau karya monumental dari seseorang. Dokumen yang 

berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, 

biografi, peraturan, kebijakan.Dokumen yang berbentuk gambar misalnya 

foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya 

misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. 
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Teknik ini peneliti gunakan untuk memperoleh informasi mengenai komite 

Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan Sampit.  

E. Pemeriksaan Keabsahan Data 

Proses ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai 

kebenarandata yang peneliti temukan di lapangan. Cara yang dilakukan adalah 

triangulasi.Cara ini merupakan pengecekan keabsahan data untuk mengetahui 

data yang diperoleh tidak konsisten atau kontradiksi. Oleh karena itu, dengan 

menggunakan teknik triangulasi pada pengumpulan data maka data yang 

diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti. Dengan triangulasi lebih 

meningkatkan kebenaran data.
73

 

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi 

teknik.Triangulasi dengan sumber data yaitu dengan membandingkan dan 

mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh pada 

lapangan melalui sumber yang berbeda. Sedangkan triangulasi dengan teknik 

yaitu dengan membandingkan hasil data observasi dengan hasil data wawancara 

dengan sumber yang sama, sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk memperoleh 

data akhir yang autentik sesuai dengan masalah penelitian. 

F. Analisi Data 

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yakni 

penyusunandata untuk kemudian dijelaskan dan dianalisis.Analisis deskriptif ini 

dimaksudkan untuk menemukan dan mendeskripsikan keadaan perilaku peserta 

didik, dan hasil implementasi nilai-nilai pendidikan karakter pada peserta didik di 

                                                 
Lihat Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, Cet. III; Bandung: 

Alfabeta, 2008, hlm. 241. 
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Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan Sampit.Penelitian ini mendeskripsikan atau 

menggambarkansecara faktual, akurat mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan. 

Proses pengolahannya mengikuti teori Miles dan Huberman yang dikutip 

Sugiyono bahwa suatu proses pengolahan data dapat dilakukan melalui tiga 

tahap,yaitu reduksi data, penyajian data (display data), penarikan sebuah 

kesimpulan.
74

 

Data yang dikumpulkan diolah dan dianalisis dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

1. Teknik analisis reduksi data, penulis merangkum beberapa data yang 

dianggap penting untuk dianalisis kemudian dimasukkan ke dalam 

pembahasan. 

2. Penyajian data (display data), peneliti memperoleh data dan keterangan pada 

objek yang bersangkutan, kemudian disajikan untuk dibahas guna menemukan 

kebenaran hakiki. 

3. Verifikasi data/penarikan kesimpulan, setelah semua data terkumpul dan 

disederhanakan, diformulasikan menjadi kesimpulan. 

                                                 
Lihat Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, Cet. III; Bandung: 

Alfabeta, 2008, hlm. 337. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Profil Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan 

Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan berada di Provinsi Kalimantan 

Tengah, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kecamatan Baamang.Madrasah ini 

bernama MI Kurnia Hasan yang beralamat di jalan Muchran Ali,kelurahan 

Baamang tengah II,berdiri dari tahun 1979, Madrasah MI “Kurnia Hasan saat 

ini telah memiliki 10 ruang kelas dan 19 orang tenaga pengajar, dengan status 

Madrasah yaitu swasta. Madrasah didirikan bermula sejak saudara H. Unie-

H.Asan mewakafkan sebidang tanah untuk pembangunan Madrasah yang 

terletak di lingkungan RT.X Kelurahan Baamang Tengah, kecamatan 

Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur.Setelah diserahkannya tanah 

tersebut kemudian dibentuk lah kepengurusan Yayasan pendidikan yang 

pertama kali pada hari selasa tanggal 1 september 1981 dimana Bapak Mangsi 

Tarigan, selaku wakil notaris sementera pengadilan negeri sampit dengan 

dasar nomor : 1/1980/UP/N/PN-SPT, dihadiri oleh saks-saksi bapak H. Uni H 

Asan, dan bertindak Bapak Abdul Hamid SH, Bapak Muhammad Zaini, Haji 

Masmito, dan Muhammad Mukri, dari kesemua tersebut bertempat tinggal di 

sampit.
75
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2. Letak Geografis Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan 

Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan berada di Jalan Muchran 

Ali,kelurahan Baamang tengah , Kecamatan Baamang Kabupaten Kota 

Waringin Timur, Yang luasnya sebagai berikut: Panjang 33,6 m², lebar 25,5 

m², luas 854,25 m², dengan batas-batas sebelah timur dengan perwatasan H. 

Kaderi, sebelah barat dengan Panti Asuhan Bahagia, sebelah utara dengan 

perwatasan Amit, sebelah selatan dengan perbatasan Hodri.
76

 

3. Visi dan Misi Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan 

Visi adalah gambaran Madrasah yang digunakan dimasa depan secara 

utuh, sedangkan misi adalah tindakan untuk mewujudkan visi, anatara visi dan 

misi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Adapun Visi dan Misi 

Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan Yaitu: 

Visi: 

“Unggul, Berprestasi, Agamis dan Berwawasan Lingkungan”  

Misi: 

a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, 

b. Menanamkan nilai-nilai agama untuk menjadi insan yang taat, amanah dan 

berakhlak mulia, 

c. Menjadikan generasi muslim yang mampu berdaya saing tinggi, dan 

d. Meningkatkan kesadaran untuk selalu ramah lingkungan.
77
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Wawancara dengan IH, 15 April 2021. 
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Observasi yang dilakukan pada saat melakukan kunjungan ke Madrasah MI Kurnia Hasan, 

15 April 2021. 
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4. Keadaan Siswa Siswi di Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan 

Siswa atau peserta didik merupakan salah satu syarat terjadinya 

interaksi mengajar. Siswa tidak hanya dikatakan sebagai objek tetapi juga 

dikatakan sebagai subjek didik. Dengan demikian mengalami dinamika 

sebagai proses belajar mengajar. Sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang 

jumlah siswa dan siswi terus mengalami peningkatan. Berdasarkan dokumen 

yang peneliti peroleh dari lapangan menunjukkan bahwa data siswa Madrasah 

Ibtidaiyah Kurnia Hasan, Profil Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan pada 

tahun ajaran 2020/2021sebanyak 389 peserta didik yang terdiri dari 224 siswa 

dan 165 siswi.
78

 

5. Keadaan Guru Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan 

Guru merupakan faktor terpenting dalam dunia pendidikan, karena 

sebagai seorang guru tidak hanya sebatas sebagai pengajar saja, melainkan 

juga sebagai pembimbing, pendorong/motivator, serta suri tauladan yang baik 

bagi anak didiknya. Untuk itu guru perlu memiliki keahlian dan keterampilan 

yang diperlukan oleh peserta didik pada saat terjun ke masyarakat. Guru atau 

tenaga pengajar tetap pada Yayasan pendidikanMadrasah Ibtidaiyah Kurnia 

Hasan sebanyak 19 orang dengan status 10 PNS dan 9 Non PNS. Di samping 

tenaga pengajar, untuk memperlancar kegiatan pendidikan di Madrasah 

Ibtidaiyah Kurnia Hasanjuga ada Staf TU, staf tu di Madrasah Ibtidaiyah 

Kurnia Hasanhanya berjumlah 1 orang yaitu Gito Firdaus berposisi di TU 

Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan.
79
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Wawancara dengan IH, 15 April 2021. 
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Wawancara dengan IH, 15 April 2021. 
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6. Keadaan Sarana dan Prasarana Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan 

Sarana dan prasarana Madrasah adalah segala sesuatu yang dipakai 

sebagai alat yang merupakan penunjang untuk terselenggaranya proses 

pendidikan demi tercapainya kualitas pendidikan. Sarana dan prasarana 

merupakan komponen yang sangat penting dalam setiap aktivitas kegiatan, 

maka keberadaannya merupakan faktor penting dalam usaha mencapai tujuan 

pendidikan yang telah dirumuskan.Keadaan sarana dan prasarana Madrasah 

Ibtidaiyah Kurnia Hasan dalam kondisi baik.Hal tersebut sangat membantu 

kegiatan kelancaran belajar mengajar, karena sarana dan prasarana yang 

diinginkan oleh semua pihak Madrasah dapat terpenuhi. 

Pihak Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan juga selalu berusaha 

memenuhi fasilitas yang diperlukan dalam proses pembelajaran karena 

diharapkan terpenuhinya fasilitas pendidikan merupakan penunjang terhadap 

keberhasilan peningkatan mutu Madrasah yang telah ditetapkan, yang hal ini 

lebih spesifik pada peningkatan prestasi siswa. Sarana dan prasarana yang ada 

di Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan sudah cukup memenuhi dan setiap 

tahunnya mengalami kemajuan.Untuk mengetahui sarana fisik Madrasah 

Ibtidaiyah Kurnia Hasan, peneliti telah melakukan penggalian data dan 

observasi langsung di lokasi penelitian, serta didukung dengan data 

dokumentasi yang penulis peroleh.Adapun sarana prasarana yang terdapat di 

MadrasahIbtidaiyah Kurnia Hasan adalah ruangan Kepala Madrasah, ruangan 

tatausaha, ruangan khusus guru, UKS, dan 10 ruangan Kelas. Sarana 
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prasarana tersebut dapat menunjang baik siswa maupun guru dalam proses 

pembelajaran.
80

 

7. Struktur Organisasi Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan 

Organisasi berasal dari kata „organisim‟ yaitu suatu struktur dengan 

bagian-bagian yang demikian diintegrasikan hingga hubungan mereka satu 

sama lain dipengaruhi oleh hubungan mereka dengan keseluruhannya. Sebuah 

organisasi terdiri dari dua bagian pokok, yaitu bagian-bagian dan hubungan-

hubungannya.
81

 Dalam hal ini struktur organisasi yang ada Madrasah 

Ibtidaiyah Kurnia Hasan Sampit terstruktur dari ketua Yayasan, Kepala 

Madrasah, Ketua Komite Madrasah, Tata Usaha, Koordianator Pendidikan, 

Bidang Kesiswaan, Bidang Prasarana, Bidang Humas, Wali Kelas 1-6, Guru 

Kelas dan Guru Mapel, Dewan Guru dan Staf, Siswa dan Siswi dan Orang 

Tua/Wali Murid. 
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Wawancara dengan IH, 15 April 2021. 
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Sarwoto, Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994),hlm. 
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Struktur Organisasi di MadrasahMadrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan 

dapat kita liat dari strukturt organisasi berikut: 
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8. Struktur Pengurus Komite Madarasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan Sampit 

Struktur pengurus Komite Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan Sampit 

berjumlah 6 (enam) orang dimana dalam kepengurusannya terisi satu ketua, 

wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan dua anggota. Dan struktur 

kepengurusannya dapat dilihat pada gambar berikut: 

Struktur pengurus komite Madrasah dibuat sendiri setelah melakukan observasi 15 April 

2021. 

B. Penyajian Data 

1. Perencanaan partisipasi komite Madrasah dalam peningkatan 

penyelenggaraan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan 

Sampit 

Penulis mengunakan teori perencanaan pendidikan untuk mengetahui 

rencana komite Madrasah dalam peningkatan penyelenggaraan pendidikan di 

MI Kurnia Hasan Sampit. Penulis melihat rencana komite Madrasah dalam 
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peningkatan penyelenggaraan pendidikan di MI Kurnia Hasan yaitu dengan 

melihat Permenag No. 16 tahun 2020 tentang Komite Madrasah tugas Komite 

Madrasah adalah mendukung peningkatan mutu pelayanan Pendidikan 

Madrasah. 

Hasil wawancara dengan ketua komite MI Kurnia Hasan mengenai 

rencana komite dalam peningkatan penyelenggaraan Pendidikan. Dengan 

Bapak AN selaku Ketua Komite MI Kurnia Hasan. Bapak AN menjelaskan 

mengenai rencana komite Madrasah dalam peningkatan penyelenggaraan 

Pendidikan, dalam hal ini Komite Madrasah terus berusaha dalam 

meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan di MI Kurnia Hasan Sampit 

dengan selalu menjadi mitra yang baik dengan Kepala Madrasah dan Ketua 

Yayasan. 

“Dimana setiap perencanaan yang dilakukan oleh pihak Madrasah 

dalam hal ini oleh kepala Madrasah selalu berhubungan dengan pihak 

komite dan pihak Yayasan.Jadi dalam setiap perencanaan selalu 

dimusyawarahkan bersama antara tiga pihak tesebut. Seperti dalam 

perumusan RKAM pihak Madrasah selalu melibatkan komite 

Madrasah dan pihak Yayasan dalam perumusannya”
82

 

 

Hal serupa yang disampaikan oleh ketua Yayasan Bapak B terkait  

rencana komite dalam peningkatan penyelenggaraan Pendidikan di MI Kurnia 

Hasan Sampit. 

“Dalam hal ini pihak komite Madrasah selalu memberikan informasi 

terkait dengan apa saja yang perlu dirumuskan atau direncanakan 

untuk peningkatan pendidikan di Madrasah kita ini, dan mereka juga 

sejauh ini sangat peduli dengan peningkatan pendidikan di Madrasah. 

Dalam hal perencanaan pihak komite selalu menyampaikan terkait 

apasaja rencana mereka untuk peningkatan pendidikan di Madrasah 

kita ini dengan duduk bersama membahas rencana-rencana tersebut.”
83
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Pendapat yang di utarakan olah Bapak AN mengenai apa saja rencana 

komite dalam menigkatkan penyelenggaraan Pendidikan dalam jangka pendek 

dan jangka panjang. 

“Dalam hal ini komite Madrasah telah mengadakan perencanaan 

program perbaikan pembangunan fisik (wc), mempasilitasi siswa dan 

siswi dalam pengembangan minat dan bakat yaitu dengan kegiatan 

exstra kurikuler di sore hari, pengembangan visi Madrasah dengan 

cara meningkatkan kualitas SDM, mempererat intraksi secara interen 

maupun exsteren, menjalin kerjasama dengan lembaga pemerintah, 

mensosialisasikan rencana kegiatan kepada Madrasah kepada 

masyarakat di lingkungan Madrasah, menyusun jadwal kegiatan, 

menyusun rencana anggaran biaya, menyusun rencana kebutuhan 

pengadaan bahan-bahan dan alat pembangunan.”
84

 

 

Perencanan yang direncanakan oleh komite Madrasah satu-persatu 

telah terealisasikan dengan baik seperti halnya dari segi fasilitias yaitu 

renovasi bangunan wc Madrasah, penyusunan RKAM, penyusunan rencana 

anggaran biaya, menjalin kerjasama dengan lembaga pemerintah dan 

mensosialisasikan rencana kegiatan kepala Madrasah kepada masyarakat di 

lingkungan Madrasah.
85

 Sesuai dengan yang diutarakan oleh salah satu guru 

yang ada di Madrasah R 

“terkait dengan perencanaan komite Madrasah memang sajauh ini 

telah banyak yang terealisasikan mulai dari fasilitas sampai dengan 

menjalin kerjasama dengan lembaga pemerintah, hal ini yang kami 

rasakan dan kami lihat langsung sebagai guru di Madrasah”
86

 

 

Pendapat serupa yang diutarakan oleh bapak DA masyarakat yang 

berada di sekitar  Madrasah terkait dengan sosialisasi kegiatan yang dilakukan 

oleh komite Madrasah. “Memang pengurus komite madrasah disetiap 
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kegiatan selalu mengundang kami dan langsung menjelaskan kalau ada 

kegiatan di Madrasah.”
87

 

Sama halnya pendapat yang di utarakan Bapak J selaku masyarakat 

sekitar Madrasah sekaligus orang tua dari salah satu murid di Madrasah. 

iya saya kenal sama pengurus komite, mereka sering ke rumah kalau 

mau membuat kegiatan, bisa mengundang kami bisa juga seperti  

kegiatan anak-anak saja. Sejauh ini para pengurus komite perannya 

bagus terhadap kami.
88

 

  

  Di Madrasah Ibtidayah Kurnia Hasan Sampit, komite Madrasah selalu 

mendukung apa saja yang menjadi program-program yang dilakukan 

Madrasah seperti yang di ungkapkan oleh ketua komite bapak AN sebagai 

berikut: 

“Komite Madrasah mempunyai peran yang sangat mendukung, baik 

dari segi sarana dan prasarana, manajemen pendidikan dan sosialisasi 

kepada masyarakat khususnya orang tua siswa. Misalnya dalam 

pengembangan fisik Madrasah, komite Madrasah melakukan 

serangkaian kegiatan perencanaan, penggalangan dana, pelaksanaan 

menjadi program-program yang ada di Madrasah baik secara moril dan 

materil, dalam hal ini biasanya ada beberapa program yang didapat 

secara sepontan oleh pihak Madrasah yang tidak tercantum dalam 

RKAM dan membutuhkan dana, maka komite Madrasah akan siap 

membantu untuk mengeluarkan dana, sesuai dengan surat permohonan 

yang dibuat oleh pihak Madrasah”
89

 

Hal serupa yang diutarakan oleh Kepala Madrasah bapak IH mengenai 

bantuan dana program yang lakukan oleh komite Madrasah. 

“terkait beberapa program yang membutuhkan dana lebih maka 

biasanya pihak komite madrasah melakukan bantuan dana, tentu dalam 

hal ini kami pihak madrasah sangat berterimakasih yang sebesar-

besarnya kepada komite madrasah. Tanpa komite madrasah rasanya 

tidak mungkin Madrasah ini dapat mengalami perubahan yang lebih 

baik, saya rasa inilah yang di sebut dengan gotong royong, saling 
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bahu-membahu membangun madrasah kepada hal yang lebih baik lagi 

kedepannya.”
90

 

 

Pandangan yang diutarakan oleh bapak AN selaku ketua komite terkait 

faktor pendukung dalam menjalankan rencana komite dalam meningkatkan 

penyelenggaraan Pendidikan ialah sebagai berikut:  

“tingkat kepedulian yang tinggi membuat dukungan yang diberikan 

komite tidak hanya sebatas pemberian usulan atau pertimbangan saja 

tetapi lebih  dari itu adalah bantuan  financial baik secara individual 

maupun kolektif hasil pengumpulan dana masyarakat, dan kerja sama 

yang mudah. Pihak komite, Madrasah dan pihak yayasan dalam hal ini 

sebagai mitra kerja bukan sebagai bawahan dan atasan yang membuat 

mereka tidak segan dalam mengkeritik dan memberi masukan 

sehingga terciptanya Pendidikan yang bagus.”
91

 

 

2. Pelaksanaan Manajemen Partisipasi Komite Madrasah dalam 

Penyelenggaraan Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan 

Sampit 

Pandangan Bapak AN selaku Ketua komite Madrasah terkait 

pelaksanaan partisipasi komite Madrasah dalam penyelenggaraan pendidikan 

di MI Kurnia Hasan Sampit. 

“Sebagai ketua komite Madrasah selama awal tahun pelajaran kami 

berperan aktif dalam menyusun rencana kerja Madrasah yang di 

dalamnya membahas mengenai pembiayaan maupun pengelolaan, 

karena ini berkaitan dengan orang tua siswa maka apa yang diharapkan 

dari orang tua atau wali murid saya sampaikan kepada pihak 

Madrasahseperti masukan mengenai kedisiplinan siswa ketika masuk 

Madrasah sebagai wujud partisipasi dalam pengelolaan pendidikan di 

Madrasah, kemudian usulan tentang kegiatan ekstra mengaji alQur‟an 

karena melihat kemampuan dari dalam diri siswa yang masuk di 

Madrasah ini dirasa masih perlu pembinaan yang lebih intensif agar 

dapat berkembang ke depannya.”
92
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  Berdasarkan pendapat di atas peneliti menemukan data berdasarkan 

dokumentasi komite mengenai rapat pembahasan rencana kerja anggaran 

Madrasah yang dihadiri oleh kepala Madrasah, perwakilan dewan guru, 

pengurus komite dan ketua yayasan.
93

 

 

Hal yang diutarakan oleh Bapak KR mengenai masukan terkait 

kedisiplinan siswa-siswi dan kegiatan ekstra kurikuler mengaji. 

“Sebagai orang tua siswa saya merasa penyusunan rencana kerja 

madrasah, sampai kegiatan ekstra kurikuler mengaji adalah hal yang 

memang patut diapresiasi dan kami mendukung penuh atas hal itu. 

Ditambah aspirasi kami dalam hal kedisiplinan siswa dan siswi juga 

sudah tersampaikan dan menjadi perhatian madrasah sehingga saya 

rasa ini merupakan suatu hal yang positif dalam membangun kemajuan 

madrasah serta kemajuan siswa dan siswi”
94

 

 

Penyelenggaraan dan peningkatan mutu pengelolaan pendidikan, 

pelaksanaan partisipasi komite dapat berupa dukungan finansial, tenaga dan 

dukungan pikiran.Secara nyata pemberian dukungan dapat diwujudkan yakni 

diantaranya dengan pemecahan masalah biaya Madrasah bagi anak kurang 

mampu, kekurangan tenaga pendidik, dan tenaga untuk memperbaiki 

bangunanMadrasah yang sudah rusak.Parisispasi komite tidak hanya sebatas 

memberikan dorongan dan motivasi saja, tetapi juga ikut dalam memberikan 

suatu dukungan khususnya untuk orang tua dan masyarakat untuk 

berpartisipasi guna menunjang pendidikan di Madrasah.
95

 Hal yang 

diutarakan Bapak B selaku ketua Yayasan, Pelaksanaan partisipasi komite 

dalam meningkatkan pendidikan di MI Kurnia Hasan Sampit. 
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“Terkait pelaksanaan mereka komite sejauh ini selalu menyelesaikan 

perencanaan-perencanaan yang telah disampaikan ketika rapat, dan 

dengan trobosan-terobosan yang dilakukan komite Madrasah dengan 

menghubungan semua pihak-pihak terkait memberikan hasil yang 

maksimal dalam hal pelaksanaan perencanaan yang dalam hal ini 

meningkatkan pendidikan di Madrasah kita ini.”
96

 

 

Hal yang diutarakan oleh bapak KR terkait peran komite Madrasah 

sebagai penghubung antara orang tua siswa dan pihak Madrasah ialah. 

“sejauh ini komite Madrasah selalu berupaya dalam menjembatani 

antara orang tua siswa dan pihak Madrasah. Contohnya dalam hal 

aspirasi yang disampaikan oleh orang tua siswa kepada pihak 

Madrasah, selalu kami sampaikan kepada pihak Madrasah terkait kritik 

dan saran tersebut. Dan kami selaku komite Madrasah juga ikut 

membantu dalam hal apa saja yang menjadi kami lakukan terkhusus 

dari segi anggaran yang diperlukan”
97

 

 

Selain itu, komite juga mendukung dan mendorong tumbuhnya 

komitmen dan perhatian masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan 

yang bermutu. Dalam hal ini komite Madrasah juga berperan dalam 

penggalangan dana dalam rangka pembiayaan pendidikan. Sebagaimana yang 

telah dikemukakan oleh Bapak IH selaku Kepala Madrasah Madrasah Kurnia 

Hasan Sampit sebagai berikut:  

“Komite Madrasah Kurnia Hasan sampit sangat mendukung, baik dari 

segi sarana dan prasarana, manajemen pendidikan dan sosialisasi 

kepada masyarakat khususnya orang tua siswa terkait apa saja yang 

dapat meningkatkan penyelenggaraan pendidikan di Madrsah Kurnia 

Hasan Sampit ini, dan komite Madrasah menerapkan sitem iuran 

keorang tua siswa agar terciptanya kedisiplinan dan tercapainya 

pendidikan yang bermutu karena didukung oleh sarana dan prasarana 

yang bagus.”
98

 

 

Selain itu, komite Madrasah membantu dalam menunjang sarana dan 

prasarana Madrasah terutama untuk menunjang kelancaran proses 
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pembelajaran di Madrasah.  Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak 

AN sebagai berikut:  

“Saya selaku ketua komite Madrasah Kurnia Hasan Sampit sangat 

mendukung dengan adanya proses pembelajaran yang ada di Madrasah 

tersebut. Jadi, setelah diadakan musyawarah dengan kepala Madrasah, 

di sini komite Madrsah juga ikut berperan untuk menjadikan anak agar 

selalu menaati peraturan atau tata tertib ketika sedang berlangsung 

pelajaran di dalam kelas. Selain itu, komite Madrasah juga berperan 

dalam penggalangan dana khususnya untuk pengadaan sarana yang 

ada di ruang kelas seperti pembelian proyektor guna menunjang 

pembelajaran siswa di kelas dan pihak komite tidak memberatkan 

orang tua, di sini komite Madrasah menerapkan sistem iuran kepada 

orang tua siswa, yaitu dengan membayar iuran sebesar Rp. 

20.000,00/bulan yang Insya Allah tidak memberatkan untuk orang tua 

siswa.”
99

 

 

Berdasarkan observasi peneliti melihat sarana prasarana penunjang 

pembelajaran berupa proyektor yang dibeli dari dana komite madrasah.
100

 

Sehubungan dengan hal ini, diungkapkan oleh bapak S selaku orang 

tua siswa yang peneliti wawancarai pada waktu itu yakni sebagai berikut:  

“Dari pihak komite Madrasah itu sendiri sangat mendukung dalam 

meningkatkan sarana dan prasarana Madrasah. Selain itu, komite 

Madrasah juga berfungsi sebagai penggalang dana di mana komite 

Madrasah meminta dana atau iuran dari orang tua siswa yang sangat 

terjangkau”
101

 

 

Hal serupa yang diutarakan oleh bapak KL selaku orang tua siswa 

terkait peningkatan pendidikan di MI Kurnia Hasan Sampit. 

“sejauh ini yang kami lihat bagus pang, anak uln wayah ini lebih 

disiplin, mau belajar mengaji. Kekawanan yanglain jua pang yang 

membawai gara-gara disuruh guru. Ulun harap buhan guru-guru 

Madrasah selain maanu kedisiplinan jua maanu motifasi kekanakan 

biar cangkal belajar”
102
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Peran yayasan Kurnia Hasan Sampit agar terselengaranya pendidikan 

yang bermutu di Madrasah Kurnia Hasan Sampit. Dalam hal ini pihak 

Yayasan selalu membantu dan memberikan arahan terkait apa saja program-

program yang akan dijalankan oleh pihak Madrasah.
103

 

3. Pengawasan Manajemen Partisipasi Komite Madrasah dalam 

Penyelenggaraan Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan 

Sampit 

Peran komite Madrasah sebagai pengawas dalam rangka transparansi 

dan akun tabilitas penyelenggaraan pendidikan di Madrasah. Peran pengontrol 

atau pengawasan yang dilakukan oleh komite Madrasah meliputi 

pengontrolan terhadap pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di 

Madrasah, disamping alokasi dana dan sumber-sumber daya bagi pelaksanaan 

program di Madrasah. Seperti yang disampaikan oleh bapak AN : 

“Dalam hal ini pihak komite Madrasah telah melakukan pengawasan 

terhadap kebijakan dan program kepala Madrasah dengan cara 

mengikuti rapat tahunan yang di selenggarakan oleh Madrasah 

sehingga upaya evaluasi program kerja Madrasah oleh komite dapat 

tersampaikan melalui musyawarah”
104

 

Hal ini sesuai dengan dokumen komite madrasah mengenai rapat 

bersama komite, yayasan dan madrasah, komite Madrasah telah melakukan 

pengawasan terhadap kebijakan dan program kepala Madrasah dengan cara 

mengikuti rapat tahunan yang di selenggarakan oleh Madrasah.
105

 

Komite Madrasah juga melakukan fungsinya sebagai pengawasan 

terhadap keberhasilan suatu pendidikan dilembaga Madrasah yang dapat 
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dilihat dari mutu output pendidikan. Hasil pengawasan terhadap Madrasah  

dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang cukup dalam menentukan bagi 

penyelenggara pendidikan dan peningkatan mutu pengelolaan pendidikan di 

lembaga Madrasah. 
106

 

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Bapah AN selaku Ketua 

Komite Madrasah. 

“Disini peran komite Madrasah di MI Kurnia Hasan yang bertindak 

sebagai badan pengawas yaitu ikut dalam merumuskan dan 

melaksanakan program kerja yang ada di Madrasah, penambahan 

fasilitas Madrasah dan proses belajar mengajar. Kalau masalah 

pengawasan, saya biasanya melakukan pengawasan terhadap kebijakan 

kepala Madrasah dan program kerja Madrasah serta dalam 

pengembangan dan penambahan fasilitas Madrasah.Misalnya 

pengadaan gambar-gambar atau tulisan mengenai pembelajaran yang 

bersifat umum yang ada di dalam kelas guna meningkatkan mutu 

penyelenggaraan pendidikan.dan selain itu saya juga mengawasi 

proses belajar mengajar siswa di MI Kurnia Hasan Sampit”
107

 

 

Peran pengawas ini dimaksudkan agar komite Madrasah sebagai tim 

atau mitra kerja dan dari pihak kepala Madrasah itu sendiri juga bisa 

memberikan pengawasan terhadap program kerja Madrasah dan penambahan 

fasilitas Madrasah serta mengawasi jalannya proses belajar mengajar dalam 

rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di MI Kurnia Hasan 

Sampit. 

“Komite Madrasah sejauh ini telah berperan aktif dalam meningkatkan 

penyelenggaraan pendidikan dalam hal pengawasan, karena komite 

Madrasah telah turut serta dalam mengawasi kebijakan dan program 

yang telah di rencankan sampai dengan tahap pelaporan”
108
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Ungkapan kepala Madrasah bahwa komite Madrasah dalam hal 

pengawasan telah bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.Dengan 

pengawasan yang sesuai yang dilakukan oleh komite Madrasah dapat 

meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang baik untuk siswa dan siswi 

di Madrasah Kurnia Hasan Sampit. 

Hal serupa yang diutarakan oleh Bapak B selaku ketua yayasan 

mengenai pengawasan yang dilakukan oleh komite madrasah dalam 

penyelenggaraan pendidikan di Madrasah. 

selain dari pelaksanaan komite Madrasah juga menjalankan tugasnya 

dengan baik yaitu sebagi pengawasan dimana setiap hal-hal yang 

dirasa ada yang kurang atau ada hal yang perlu dibicarakan terkait 

pelaksanaan selalu memberikan wadah untuk kami pihak yayasan 

untuk sama-sama membahas permasalahan tersebut.”
109

 

Dalam hal pengawasan jika terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan 

perencanaan maka akan dilakukanpertemuan atau musyawarah 

kemudian mengevaluasi serta mencari solusi terbaik dalam sebuah 

permasalahan. 

 

Sebagaimana yang di sampaikan oleh bapak AN sebagai berikut:  

“Dalam hal perencanaan memang tidak selalu berjalan dengan lancar, 

namun disinilah peran pengawasan agar mengetahui sebab dan akibat 

dari sebuah permasalahan. Lalu biasanya pihak komite dan Madrasah 

melakukan pertemuan dalam rangka bermusyawarah membahas dan 

mencari jalan keluar yang terbaik, serta tidak lupa melakukan evaluasi 

agar kedepannya diharapkan meminimalisir kejadian yang sama 

terulang kembali.”
110

 

 

Hal serupa juga diutarakan oleh Bapak IH kepala Madrasah sesuai 

dengan perencanaan maka akan dilakukan pertemuan atau musyawarah 

kemudian mengevaluasi serta mencari solusi terbaik: 

“Sebagai kepala Madrasah saya melihat langsung peran Komite 

Madrasah dalam hal pengawasan serta biasanya setiap ada hal yang 

tidak sesuai dengan perencanaan pihak komite Madrasah selalu 

                                                 
109

Wawancara dengan B di Sampit, 19 April 2021. 
110

Wawancara dengan AN di Sampit, 18 April 2021 



82 

 

 

 

menginformasikan pihak Madrasah untuk mengadakan musyawarah 

bersama.Meskipun musyawarah biasanya dilaksanakan dengan santai 

namun tidak menghilangkan inti substansi dari pembahasan.”
111

 

 

C. Pembahasan Hasil Penelitian 

Sebagai badan mandiri di Madrasah yang keberadaannya bersifat 

independen dan selalu difokuskan untuk membantu dalam meningkatkan mutu 

pengelolaan pendidikan maka secara kelembagaan peran komite Madrasah di 

Madrasah Kurnia Hasan Sampit diharapkan agar dapat menjalankan sesuai tugas 

dan fungsinya. Komite Madrasah mewadahi peran serta masyarakat dalam upaya 

meningkatkan mutu di Madrasah Kurnia Hasan sampit sehingga dari pihak 

Madrasah tentunya memberikan ruang agar komite dapat menjalankan tugas 

sebaik mungkin. 

Sebagaimana yang diketahui bahwa terdapat 3 tujuan penelitian yang di 

kemukakan pada bab 1, diantara tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk 

mengetahui partisipasi komite madrasahdalam penyelenggaraan pendidikan di 

Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan, Adapun untuk mencapai tujuan penelitian 

tersebut peneliti telah mendeskripsikan beberapa rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Perencanaan partisipasi komite Madrasah dalam peningkatan 

penyelenggaraan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan 

Sampit. 

Madrasah iIbtidaiyah iKurnia iHasan iSampit imerupakan isebuah 

Madrasah iSwasta imilik iYayasan iyang iberakreditasi“B”. Pencapaian 

akreditasi tidak lepas dari peran komite madrasah yaitu sebagai wakil dari 
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masyarakat dalam membantu  kegiatan program pendidikan di Madrasah telah 

menunjukan tugasnya sebagai mitra Madrasah, terutama bagi kepala 

Madrasah dan guru dalam merancang, merencanakan dan melaksanakan 

program pendidikan, baik berupa pembangunan fisik maupun non fisik. 

Kedudukan Komite Madrasah yaitu merupakan badan mandiri yang 

tidak memiliki hubungan hierarkis dengan lembaga pemerintah. Komite 

Madrasah dapat terdiri dari satuan pendidikan atau berupa satuan pendidikan 

dalam jenjang yang sama, atau beberapa satuan pendidikan yang berbeda 

jenjang, tetapi pada lokasi yang berdekatan, atau satuan-satuan pendidikan 

yang dikelola oleh suatu penyelenggara pendidikan, atau karena pertimbangan 

lain. 
112

 

Pada dasarnya posisi komite Madrasah berada ditengah-tengah antara 

orang tua murid, murid, guru, masyarakat setempat, dan kalangan swasta di 

satu pihak dengan pihak Madrasah sebagai institusi, kepala Madrasah, dinas 

pendidikan wilayahnya, dan pemerintah daerah di pihak lainnya.Peran komite 

Madrasah diharapkan dapat menjembatani kepentingan keduanya.
113

 

Upaya Komite Madrasah dalam melakukan rencana program kerja 

merupakan penjabaran dari peran dan fungsi Komite Madrasah yaitu sebagai 

pemberi pertimbangan kepada pihak Madrasah, pendukung baik berupa 

tenaga, fikiran, maupun dana serta hubungan baik sebagai mitra dengan pihak 

Madrasah, tentu hal ini di dapat melalui keterangan langsung dari Bapak AN 

yang menjelaskan pihak komite selalu menjaga hubungan baik kepada pihak 
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Madrasah serta selalu melakukan Musyawarah entah itu berkaitan dengan 

perencanaan mapun sampai pengawasan .Hal tersebut dilakukan demi 

meningkatkan mutu pelayanan pendidikan Madrasah sesuai dengan ketentuan 

idalam iPermenag 16 itahun i2020 itentang iKomite iMadrasah. 

Tugas iKomite iMadrasah adalah mendukung ipeningkatan imutu 

ipelayanan iPendidikan iMadrasah.iUntuk itu Komite iMadrasah imelakukan 

ifungsinya isebagai iberikut:
114

 

a. Pemberian ipertimbangan idalam: 

1) Perencanaan penyusunan ikebijakan idan iprogram iMadrasah; 

2) Perencanaan penyusunan irencana ikerja idan ianggaran iMadrasah; 

3) Perencanaan penetapan ikriteria ikinerja iMadrasah; 

4) Perencanaan pengembangan isarana idan iprasara ipendidikan idi 

iMadrasah; 

Perencanaan sebagai mana huruf a poin nomor 2) yaitu perencanaan 

penyusunan rencana kerja dan anggaran Madrasah maka dilakukan 

berdasarkan analisis kebutuhan program Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan 

Sampit, membuat rencana program sementara, menentukan prioritas terhadap 

rencana sementara, dan selanjutnya menentukan rencana. Lalu pihak 

Madrasah berkoordinasi dengan komite Madrasah, setelah sepakat lalu komite 

Madrasah mensosialisasikan kepada wali murid, tokoh masyarakat di 

lingkungan Madrasah. Ada dua rencana program dalam rangka peningkatan 

penyelenggaraan pendidikan di Madrasah yaitu mengadakan perencanaan 

program perbaikan pembangunan fisik .Mensosialisasikan rencana kegiatan 
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kepada Madrasah dan masyarakat di lingkungan Madrasah.Menyusun jadwal 

kegiatan, menyusun rencana anggaran biaya, menyusun rencana kebutuhan 

pengadaan bahan-bahan dan alat pembangunan. Melakukan pencatatan 

kemajuan pekerjaan pembangunan. 

d. Rencana partisipasi komite Madrasah dalam pengembangan Visi  

Rencana Manajemen Partisipasi Komite Madrasah dalam 

Penyelenggaraan Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan 

Sampit sejatinya selalu berorientasi pada pengembangan Visi dan Misi 

berdasarkan pengamatan langsung peneliti ke tempat penelitian. Dimana 

sesuai dengan Visi Madrasah Kurnia Hasan Sampit yaitu “Unggul, 

Berprestasi, Agamis dan Berwawasan Lingkungan”  untuk mewujudkan 

sebuah Visi yang besar maka pihak komite memiliki rencana yaitu 

mempererat interaksi secara intern maupun ekstern, adapun kerjasama 

interaksi itu melibatkan seluruh komponen Madrasah seperti Kepala 

Madrasah, wakamad, guru-guru, kepala tata usaha beserta staf lainnya dan 

tidak menutup kemungkinan semua pihak yang berada di lingkungan 

Madrasah Kurnia Hasan Sampit. 

Visi “Unggul, Berprestasi, Agamis dan Berwawasan Lingkungan” 

adalah salah satu upaya Madrasah dalam meningkatkan kualitas SDM 

tentu sejak awal hal ini sudah menjalin kerja sama dengan komite 

Madrasah.  Rencana kedepan pihak Madrasah bersama Komite Madrasah 

akan berupaya mencari mitra ekstern dalam upaya terlaksananya program 

Madrasah yang membutuhkan dana. 
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Sejatinya tercapainya visi dan misi adalah tugas bersama, seperti 

yang diutarakan Bapak AN bahwa peningkatan kualitas SDM, 

mempererat intraksi secara interen maupun exsteren, menjalin kerjasama 

dengan lembaga pemerintah, mensosialisasikan rencana kegiatan kepada 

Madrasah kepada masyarakat di lingkungan Madrasah, menyusun jadwal 

kegiatan, menyusun rencana anggaran biaya, menyusun rencana 

kebutuhan pengadaan bahan-bahan dan alat pembangunan semua itu 

dilakukan secara bersama-sama demi tercapainya tercapainya visi dan 

misi Madrasah.
115

  Pola Impelementasi seperti ini berkaitan erat dengan 

tujuan dibentuknya komite Madrasah yang telah dijelaskan dalam 

Permenag No. 16 tahun 2020 tentang Komite Madrasah tugas Komite 

Madrasah adalah mendukung peningkatan mutu pelayanan Pendidikan 

Madrasah, agar menjadi lebih baik dan terus mengalami peningkatan baik 

dari segi akademik, sarana prasarana sampai kepada hal-hal yang non 

akademik.
116

 

e. Rencana Komite Madrasah dalam pengembangan minat dan bakat 

Madrasah iIbtidaiyah iKurnia iHasan iSampit sejatinya telah 

mengembangkan potensi siswa dan siswi dengan sesuai minat dan 

bakatnya. Tentunya hal ini diperoleh beradasarkan hasil wawancara 

bersama kepala Madrasah Kurnia Hasan Sampit yang mengutarakan 

bahwa dalam mengembangkan minat dan bakat pihak Madrasah telah 

mengadakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler dan tentunya hal demikian 

juga hasil musyawarah dan rencana bersama komite Madrasah. 
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Kegiatan siswa dan siswi berupa ekstrakurikuler ini pun 

dibenarkan oleh guru di Madrasah Kurnia Hasan Sampit yaitu Bapak R, 

beliau juga mengutarakan bahwa biasanya kegiatan ektrakurikuler ini 

dilaksanakan pada sore hari dengan tujuan dan harapan dapat 

mengembangkan minat dan bakat siswa-siswi serta sebagai bentuk 

fasilitas yang diberikan oleh Madrasah demi tercapainya visi Madrasah, 

namun untuk saat ini kegiatan terpaksa diberhentian sementara akibat 

maraknya kasus penyebaran covid-19. 

Kemudian hal yang sama juga diungkapkan seorang siswi bernama 

HA yang memiliki hoby berolahraga dan biasanya mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler Bulu Tangkis pada sore hari, namun sementara 

ekstrakurikuler yang diikuti diliburkan akibat pandemi covid-19. 

f. Rencana Kerjasama dengan lembaga pemerintah 

Komite Madrasah bersama kepala Madrasah dan unsur terkait 

menyadari bahwa lembaga pemerintah cukup berperan dalam 

pengembangan Madrasah. Hal ini juga diutarakan langsung oleh kepala 

Madrasah bahwa sebagai kepala Madrasah beliau menyadari akan tugas 

dan fungsi salah satunya menjalankan kerja sama demi keberhasilan 

pembelajaran di Madrasah. 

Kemudian pihak Komite Madrasah bapak  AN mengatakan pula 

pihak Madrasah dalam hal ini sesuai dengan hasil musyawarah bersama 

komite telah mengadakan kegiatan pelatihan sebagai narasumber dari 

dinas pendidikan setempat, dan ada juga dari pihak lainnya. 
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Sehingga dalam analisis data ini pun peneliti melihat apa yang 

dilakukan oleh komite Madrasah iIbtidaiyah iKurnia iHasan iSampit telah 

sesuai dengan teori perencanaan sebagaimana dijelaskan yang maknanya 

adalah sebagai ide atau gagasan yang menjelaskan tentang upaya untuk 

mencapai satu atau beberapa tujuan yang telah ditetapkan melalui sebuah 

prosedur yang terangkai secara logis sehingga dapat menjelaskan tahapan 

yang harus dilalui hingga tercapainya tujuan.
117

 

2. Pelaksanaan Partisipasi Komite Madrasah dalam Penyelenggaraan 

Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan Sampit. 

Makna ipartisipasi iyang iberlaku isecara iuniversal iadalah ikerjasama 

iyang ierat iantara iperencanaan idan irakyat idalam imerencanakan, 

imelaksanakan, imelestarikan idan imengembangkan isuatu iprogram 

ipembangunan. iKontribusi ikomite iMadrasah iterhadap iMadrasah iyang 

imenyangkut ikelembagaan idapat idilakukan idengan imengadakan 

ipertemuan iterjadwal iuntuk imenampung idan imembahas iberbagai 

ikebutuhan, imasalah, iaspirasi, iserta iide-ide iyang idisampaikan ioleh 

ianggota ikomite iMadrasah, imemikirkan iupaya-upaya iyang 

imungkinidilakukan iuntuk imemajukan iMadrasah, iterutama iyang 

imenyangkut ikelengkapan ifasilitas iMadrasah, ifasilitas ipendidikan, 

ipengadaan ibiaya ipendidikan idan imembahas ilaporan itahunan iMadrasah 

isehingga imemperoleh igambaran iyang itepat iatas ipenerimaan ikomite 

iMadrasah.
118
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Pelaksanaan adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana 

yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya 

dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana 

pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Dalam hal pelaksanaan komite 

Madrasah telah menerima masukan terkait bimbingan exstra kurikuler 

mengaji dimana hal ini didukung penuh oleh wali murid dikarnakan perlunya 

bimbingan exkstra mengaji tersebut bagi siswa/siswi di Madrasah.
119

 

Komite iMadrasah idiharapkan isebagai iacuan ipelaksanaan ibagi 

isemua ielemen imasyarakat iyang iakan imembentuk iDewan iPendidikan 

idan iKomite iMadrasah. iPembentukan iKomite iMadrasah idiharapkan 

idapat imemacu iusaha ipemberdayaan imasyarakat iuntuk imeningkatkan 

imutu ipendidikan, iselaras idengan ikonsepsi ipartisipasi iberbasis 

imasyarakat idan imanajemen iberbasis iMadrasah iyang ikini itelah 

idilaksanakan idi iIndonesia. iKomite iMadrasah idibentuk iuntuk imewadahi 

idan imeningkatkan iperan idalam ipendidikan. iKeberadaan imereka ibukan 

ihanya isebagai ipelengkap iorganisasi, itetapi isebagai ipenyeimbang idalam 

ipengambilan ikeputusan imadrasah. iDalam imenentukan 

ikebijakan,imadrasah itidak ibisa iberdiri isendiri iterutama idalam imembuat 

ianggaran ipendidikan, itetapi iharus ibekerjasama idengan ikomite 

imadrasah.
120

 

Seperti yang diutarakan bapak AN selaku kepala komite Madrasah 

dalam wawancara yang sudah dijelaskan dalam penyajian data datas bahwa 
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komite madrasah dalam melaksanakan partisipasinya turut aktif dalam 

keterlibatan penyusunan kerja madrasah, penyampaian aspirasi dari orang tua 

murid seperti kedisipilinan bahkan sampai meminta diadakannya kegiatan 

ekstra mengaji dengan harapan siswa dan siswi lebih fasih dan lancar dalam 

mengaji. Tentu jika dilihat dari penjelasan di atas bahwa pihak komite 

Madrasah berupaya profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya 

sebagai komite serta tenaga pengajar atau guru-guru juga melakukan hal yang 

sama yaitu professional sebagaimana teori pelaksanaan yaitu keberhasilan 

dalam pelaksanaan pendidikan dipengaruhi oleh profesionalitas atau 

kompetensi guru yang menyampaikan materi. Agar pelaksanaan pembelajaran 

dapat berjalan dengan optimal, maka metode pembelajaran harus dipilih dan 

dikembangkan sehingga dapat meningkatkan aktivitas dan kreativitas peserta 

didik.
121

 

Keberhasilan dalam pelaksanaan pendidikan dipengaruhi oleh 

profesionalitas atau kompetensi guru yang menyampaikan materi.Agar 

pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan dengan optimal, maka metode 

pembelajaran harus dipilih dan dikembangkan sehingga dapat meningkatkan 

aktivitas dan kreativitas peserta didik. Peran komite Madrasah dalam 

meningkatkan mutu pendidikan memang perlu mendapat dukungan dari 

seluruh komponen pendidikan, baik guru, kepala Madrasah, siswa, orang 

tua/wali murid, masyarakat, dan institusi pendidikan. Oleh karena itu, perlu 

kerja sama dan koordinasi yang erat di antara komponen pendidikan tersebut 
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sehingga upaya peningkatan mutu pendidikan yang dilaksanakan dapat efektif 

dan efisien.
122

 

Berdasarkan ihasil iwawancara iKomite iMadrasah ibenar-benar 

imempunyai ikepedulian iyang itinggi idan isejak iawal mendukung 

ididirikannya ilembaga ipendidikan imadrasah. Dukungan yang idiberikan 

ikomite itidak ihanya isebatas ipemberian iusulan atau pertimbangan isaja 

itetapi ilebih idari iitu iadalah ibantuan ifinansial baik isecara iindividual 

imaupun ikolektif ihasil ipengumpulan idana masyarakat. 

Pola ihubungan ikerja iantara iKomite idan iKepala iMadrasah adalah 

ihubungan ikerjasama ikemitraan, iartinya ikedudukan keduanya ibukan 

isebagai ibawahan idan iatasan. iPrinsip idasar demikian imembawa imereka 

ikearah ikomunikasi iyang ibaik, isetiapada ihal iyang idianggap ipenting 

iselalu idiselesaikan idengan musyawarah isehingga ibukan ihanya 

imelahirkan ikerjama iyang baik dan ihubungan ikemitraan iyang iharmonis 

ipun imenjadi idampak dari pola ihubungan ikerja itersebut.i 

Secara ipemahaman imemang pengertian itentang iKomite Madrasah 

iadalah ibadan imandiri iyang imewadahi iperan iserta masyarakat ialam 

irangka ipeningkatan imutu ipendidikan, inamun idalamproses 

iimplementasinya isesuai idengan ihasil iwawancara iada ihal iyang memang 

idikhawatirkan iyaitu ibisa idikatakan ikomite iMadrasah imemiliki semangat 

idan ijiwa loyalitas yang tinggi sehingga dikhawatirkan sedikit  kemungkinan 

untuk bisa memberikan kritik, saran atau evaluasi terhadap kinerja kepala 
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Madrasah. Tentunya hal demikian membutuhkan profesionalitas yang 

tinggi.
123

 

3. Pengawasan Partisipasi Komite Madrasah dalam Penyelenggaraan 

Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan Sampit. 

Komite madrasah adalah sebagai suatu badan yang mewadahi peran 

serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efesiensi 

pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, badan ini bersifat mandiri 

dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, serta 

pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Komite madrasah 

sebagai badan pengawas berarti ada beberapa indikator kerja yang mesti 

dilakukan oleh komite madrasah, sesuai dengan pengertian pengawas adalah 

proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan untuk menjamin semua 

pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai rencana yang telah 

ditentukan sebelumnya. Tujuan adanya pengawasan yaitu membantu, 

membina pihak Madrasah agar lebih memahami tujuan pendidikan yang 

sebenarnya dan mencapai tujuan Madrasah.
124

 

a. Pengawasan Komite Madrasah terhadap fasilitas Madrasah 

Dalam hal pengawasan Komite Madrasah melakukan secara rutin 

dan periodik, dan dalam pengawasan dilakukannya juga evaluasi.Evaluasi 

dilakukan secara periodik yaitu enam bulan sekali pada saat penerimaan 

hasil belajar siswa selama satu semester atau bisa dilihat dari hasil nilai 

ujian.Tujuan evaluasi untuk mengetahui apakah dengan dipenuhinya 
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fasilitas sarana dan prasarana itu berdampak pada peningkatan hasil 

belajar siswa. 

Pengawasan yang telah dilakukan bisa dikatakan baik dan 

maksimal. Hanya saja dalam aspek sarana dan prasarana kamar kecil (wc) 

masih ada yang tidak bisa di pakai, dikarenakan rusak. Pengawasan 

terhadap fasilitas ini sebenarnya dalam upaya menjalankan tugas dan 

fungsi salah satunya seperti pengawasan sebenarnya sudah ada dalam 

iPermenag i16 itahun i2020 itentang iKomite iMadrasah point nomor 4 

yaitu tentang pengawasan iterhadap ipenyelenggaraan idan ipengelolaan 

ipendidikan. 

Analisis Pengawasan Partisipasi Komite Madrasah dalam 

Penyelenggaraan Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan 

Sampit ini peneliti menggunakan teori pengawasan yaitu Pengawasan 

(controlling) terhadap penyelenggaraan madrasah merupakan tugas dan 

peran yang mendasar bagi lembaga mitra madrasah seperti komite 

madrasah. Komite madrasah seyogyanya melakukan pengawasan terhadap 

aktivitas pembelajaran di madrasah untuk meningkatkan mutu dan hasil 

belajar siswa. Pengawasan adalah fungsi pengelolaan yang berhubungan 

dengan usaha pemantauan kinerja agar kinerja tersebut terarah dan tidak 

melenceng dari aturan yang sudah ditetapkan dan pemantauan berfungsi 

sebagai media agar kinerja tersebut terarah dan tersampaikan dengan 

tepat.
125
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 Kesimpulan hasil dari wawancara dan observasi peneliti 

memahami bahwa melalui pengawasan yang efektif, roda organisasi, 

implementasi rencana, kebijakan, dan upaya pengendalian mutu dapat 

dilaksanakan dengan lebih baik.  kegiatan pengawasan yang dilakukan 

komite Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan Sampit difokuskan pada 

pengumpulan data tentang penyelenggaraan suatu kegiatan dalam 

penyelenggaraan pendidikan atau pembelajaran di Madrasah. Sesuai 

prinsip perencanaan dan pengawasan data riel kegiatan sangat penting 

untuk memastikan apakah program dan kegiatan dilaksanakan sesuai 

rencana. 

b. Pengawasan terhadap kebijakan dan program kepala Madrasah 

Pengawasan terhadap kebijakan dan program kepala Madrasah 

seperti dalam penambahan fasilitas Madrasah seperti pengadaan gambar-

gambar mengenai pembelajaran yang bersifat umum yang ada di dalam 

kelas. Dalam hal ini biasanya pengawasan berupa mengikuti rapat tahunan 

yang diselenggarakan oleh madrasah sehingga upaya evaluasi program 

kerja Madrasah oleh komite dapat tersampaikan melalui musyawarah 

sesuai dengan apa yang diutarakan Bapak AN selaku ketua komite 

Madrasah. 

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah 

Ibtidaiyah Kurnia Hasan sampit, komite Madrasah juga melakukan 

berbagai upaya antara lain untuk membina kemampuan internal Komite 

agar lebih memahami tugas dan fungsi Komite Madrasah terutama dalam 

hal ini fungsi pengawasan. Agar kedepannya diharapkan segala kebijakan 
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dan program dari Madrasah sesuai dengan Visi dan Misi Madrasah dan 

seluruh kegiatan dapat terukur nantinya. 

Pengawasan lain yang juga dilakukan oleh komite Madrasah 

adalah pengawasan terhadap prestasi siswa dan siswi hal ini juga 

diungkapkan langsung oleh bapak AN selaku ketua Komite yang 

menyebutkan bahwa Komite Madrasah selalu melakukan pengawasan 

terhadap tingkat keberhasilan siswa dan siswi baik dari segi akademik 

maupun non akademik, hal ini tentunya juga berkaitan dengan kegiatan 

belajar mengajar serta peran guru dalam hal ini juga sangat memiliki 

pengaruh besar.Sebagaimana dijelaskan bahwa Melakukan evaluasi 

program adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengetahui seberapa 

tinggi tingkat keberhasilan dari kegiatan yang direncanakan.
126

 

Dari hasil di atas dapat diketahui bahwa peran pengawasan komite 

Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan sampit bukan hanya seputar fasilitas 

madrasah tetapi meliputi kebijakan kepala Madrasah, prestasi atau 

kemampuan Individu siswa dan siswi baik dari segi akademik maupun 

non akademik, serta pengaruh dan kemampuan guru dalam proses belajar 

mengajar yang memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan siswa dan 

siswi. Selain itu keterlibatan komite Madrasah merupakan representatif 

dari keterlibatan masyarakat sebagaimana diutarakan oleh Sri Renani 

Panjastuti tentang dasar keterlibatan masyarakat dalan pendidikan yaitu 

tidak hanya dilakukan dengan dukungan yang bersifat materi, namun juga 
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pemikiran, motivasi, serta kerjasama yang terus berjalan melalui pihak 

komite madrasah. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasaran hasil peneltian penulis yang berjudul “Manajemen Partisipasi 

Komite Madrasah dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah 

Kurnia Hasan Sampit” maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perencanaan Partisipasi Komite Madrasah dalam Penyelenggaraan Pendidikan 

di Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan Sampit sejatinya selalu berorientasi 

pada pengembangan Visi dan Misi seperti mengembangkan potensi siswa dan 

siswi dengan sesuai minat dan bakat sampai rencana bekerjasama dengan 

lembaga pemerintah. 

2. Pelaksanaan Partisipasi Komite Madrasah seperti dukungan yang diberikan 

komite tidak hanya sebatas pemberian usulan atau pertimbangan saja tetapi 

lebih dari itu adalah bantuan finansial baik secara individual maupun kolektif 

hasil pengumpulan dana masyarakat dan juga dalam pelaksanaannya .Pola 

hubungan kerja antara Komite dan Kepala Madrasah adalah hubungan kerja 

sama kemitraan ,artinya kedudukan keduanya bukan sebagai bawahan dan 

atasan. Prinsip dasar demikian membawa mereka kearah komunikasi yang 

baik, setiap ada hal yang dianggap penting selalu diselesaikan dengan 

musyawarah sehingga bukan hanya melahirkan kerja sama yang baik dan 

hubungan kemitraan yang harmonispun menjadi dampak dari pola hubungan 

kerja tersebut. 
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3. Pengawasan Partisipasi komite Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Hasan sampit 

bukan hanya seputar fasilitas madrasah tetapi meliputi kebijakan kepala 

Madrasah, prestasi atau kemampuan Individu siswa dan siswi baik dari segi 

akademik maupun non akademik, serta pengaruh dan kemampuan guru dalam 

proses belajar mengajar yang memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan 

siswa dan siswi khususnya di Madrasah Kurnia Hasan Sampit. 

B. Rekomendasi 

Berdasaran hasil peneltian penulis yang berjudul “Partisipasi Komite 

Madrasah dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Kurnia 

Hasan” maka penulis dengan rendah hati menyampaikan beberapa rekomendasi 

dan semoga dapat dijadikan bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi lembaga pendidikan 

  Komite Madrasah memiliki peran penting sehingga sekiranya dapat 

diberikan kesempatan yang luas untuk meningkatkan perannya sehingga 

partisipasi masyarakat dapat tersalurkan melalui komite Madrasah. 

2. Bagi Komite Madrasah 

Dalam rangka pemberdayaan diri untuk meningkatkan partisipasi akan 

lebih baik jika Komite Madrasah melakukan evaluasi terhadap perannya 

selama ini, sudah berapa besar partisipasi yang mampu dilakukan dan apa saja 

faktor penghambat yang mungkin bisa menjadi kendala saat ini. 

3. Bagi Masyarakat 

Pendidikan adalah rahim negara, dimana masa depan bangsa 

ditentukan melalui kualitas pendidikan. Keberhasilan pendidikan terwujud 

karena adanya hubungan yang erat antara pihak lembaga pendidikan dan 
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masyarakat, pendidikan bukan hanya tugas pemerintah tetapi tugas semua 

elemen masyarakat oleh karena itu kiranya dapat sukarela bergotong-royong 

mendukung segala program pendidikan dan ikut serta dalam mewujudkan 

sarana dan prasarana yang dibutuhkan Madrasah. 

4. Bagi Peneliti 

  Hasil penelitian ini merupakan sebuah karya yang jauh dari sempurna, 

semoga ke depannya lebiah baik lagi. Maka dari itu kritik dan saran yang 

bersifat membangun sangat diharapkan untuk membuat karya tulis yang lebih 

baik lagi. 
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